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Poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau 
mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami 
sampai sekarang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, perbedaan tersebut 
timbul karena perbedaan pandangan mereka terhadap keadilan dalam poligami 
seperti  Nasr Hamid Abu Zayd yang menganggap dalam berpoligami manusia 
tidak dapat berlaku adil, sedangkan Muhammad Quraish Shihab yang 
menganggap dalam poligami manusia dapat berlaku adil. Pandangan dan argumen 
kedua tokoh tersebut menarik untuk ditelaah lebih jauh dan dikomparasikan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), di mana 
penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data 
kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dan komparasi argumen 
Nasr Hamid dan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan 
metode analisis data yang digunakan yaitu content analisys dan komparatif. 
Sumber data primer yang digunakan ialah buku karya Nasr Hamid Abu Zayd yang 
berjudul Dawa>ir al-Khauf: Qira>’ah fi Khitab al-Mar’ah dan karya Muhammad 
Quraish Shihab yang berjudul Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-
Qur’an jilid II, Wawasan al-Qur’an dan Perempuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di mana keadilan mengiring 
keduanya untuk bersikap. Seperti Nasr Hamid Abu Zayd yang melarang adanya 
poligami karena manusia tidak dapat berlaku adil, maka jangan poligami.  
Sedangkan Muhammad Quraish Shihab memperbolehkan adanya poligami karena 
manusia dapat berlaku adil. Dalam membahas poligami keduanya sama-sama 
menggunakan dasar QS. an-Nisa ayat 3 dan QS. an-Nisa ayat 129. Tetapi terdapat 
perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada penafsiran mereka terhadap QS. 
an-Nisa ayat 129. Nasr Hamid menganggap dalam poligami manusia tidak dapat 
berlaku adil dalam hal seluruhnya, sesuai dengan analisis linguistiknya 
menggunakan tarkib Qur’ani. yaitu ayat itu dimulai dari ’ada>tu an-nafi “lan” 
memberikan penjelasan di mana keadilan dalam poligami tidak akan pernah 
terwujud. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab menganggap dalam poligami 
manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal imateriel (cinta), cinta atau suka yang 
lahir atas dorongan perasaan. Hal itu sesuai dengan hadis dari Aisyah RA yang 
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. 




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 
0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 S|a S| Es (dengan titik di ث
atas) 
 Jim J Je ج
 H{a H{ Ha (dengan titik di ح
bawah) 
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 Z|al Z| Zet (dangan titik di ذ
atas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan ye ش
 S}ad S} Es (dengan titik di ص
bawah) 
 D}ad D} De (dengan titik di ض
bawah) 
 T}a T} Te (dengan titik di ط
bawah) 





 Ain …‘… Koma terbalik di‘ ع
atas 
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
B. Vokal  
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda   Nama Huruf Latin Nama 
_َ Fath }ah A A 
_ِ Kasrah I I 






2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Huruf Latin Nama 
Fath  ي &_َ }ah dan Ya Ai A dan I 
 _َ Fath و & }ah   dan Wau Au A dan U 
Contoh:  
َْيفََكََ    : Kaifa   ََْوَلْوََحَرْصُتم    : Walau H}aras}tum  
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
Harakat dan 
Huruf 
  Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
Fath أ/ي & َ_ }ah  dan alif atau 
ya 
A< A dan garis di 
atas 
 Kasrah dan ya I> I dan garis di  ي & ِ_
atas 
 D}ammah  dan wau U< U dan garis di  و & ُ_
atas 
Contoh:  
 ’<an-Nisa :   الن َِّساءَِّ
mas|na :     َمثْ َنى > 
ْيًمارََ حِّ    : rah}i<ma> 




D. Ta Marbu>t}ah  
Transliterasinya untuk ta marbu>t}ah ada dua: 
1. Ta marbu>t}ah hidup 
Ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harakat Fath}ah, Kasrah 
dan D}ammah, transliterasinya adalah t:  
َدًةَأَْوَماََمَلَكتَْ  Ditulis Fawa>h}idatan auma> malakat فَ َواَحِّ
2. Ta marbu>t}ah mati 
Ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah h: 
 Ditulis Kalmu‘allaqah َكاْلُمَعلََّقةَِّ
 
E. Syaddah } 
Syaddah} atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda Syaddah} atau tanda tasydi>d. Dalam 
transliterasinya ini tanda Syaddah} tersebut dilambangkan dengan huruf, 
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah} itu. 
Contoh: 
 kulla – ُكلََّ










F. Kata Sandang Alif + Lam 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah} dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf qamariah}. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah} ditulis dengan 
menggunakan huruf “ l ” 
 <Ditulis al-yata>ma اْليَ َتاَمى
 اْلَمْيلَِّ
Ditulis al-maili 
2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah} yang mengikutinya, dengan 
menghilangkan huruf “ l ’’ 




3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisnya. 
نَهَُوََكْيَفَتَْأُخُذوَْ  Ditulis wakaifa ta’khuz|u>nah 
ْنُكمَْ  َوَأَخْذَنَمِّ
Ditulis wa’akhaz|na minkum 
  
G. Hamzah 
Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 




akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal seperti:  
َخْذنَََأ    Ditulis Akhaz|na 
  
2. Hamzah di tengah seperti: 
 <Ditulis Ta’khuz|u تَْأُخُذْوَ  
 
3. Hamzah di akhir seperti: 
 ’<Ditulis an-Nisa الن َِّساءَِّ 
 
H. Huruf Kapital  
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan 
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Contoh: 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu kodrat manusia yang diciptakan oleh Allah SWT salah satunya 
ialah hidup berpasang-pasangan. Oleh karena itu kapan dan dimanapun mereka 
berada, pada saatnya akan saling mencari dan menemukan pasangannya 
masing-masing. Pada umumnya setiap manusia  mempunyai keinginan hidup 
bersama pasangannya, salah satunya dapat dilakukan dengan melalui 
perkawinan.1  
Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua 
manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan 
hubungan kelamin diantara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah  
ditentukan untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, diliputi kasih sayang dan 
ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam al-Qur’an 
menyebut perkawinan dalam salah satu ayatnya disebut sebagai mis|aqan 
galiz}an (perjanjian yang kokoh).2 Terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 21: 
نَْوََكْيَفَتَْأُخُذوَْ ًَنَُهََوَقْدَأَْفَضٰىَبَ ْعُضُكْمَإَِّلٰىَبَ ْعٍضََوَأَخْذَنَمِّ ََلِّي يثَاقًاَ اُكْمَمِّ  
Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. 
Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang 
kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.3 
                                                          
1 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 
25. 
2 Firman Nurdiansyah, “Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta 
Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI”, Al-Hukama: The Indonesian  Journal of Islamic 
Family Law, Vol. VIII, no. 2 (Surabaya: t.p, 2018), hlm. 2. 
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 





Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT yang 
diperintahkan kepada manusia sebagai makhluk hidup di bumi untuk 
memperoleh ketentraman bersama pasangannya, memperoleh keturunan dan 
juga terhindar dari perzinaan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.     
Salah satu bentuk perkawinan dalam Islam adalah poligami. Istilah 
poligami yang digunakan sehari-hari di Indonesia adalah seorang suami yang 
mempunyai istri lebih dari satu orang. Dari segi etimologi, poligami berasal 
dari kata polygamy, yang berarti  memiliki pasangan lebih dari seorang. 
Poligami pada dasarnya memiliki dua makna, pertama poliandri, yaitu dimana 
seorang istri mempunyai banyak suami. Dalam ajaran Islam perkawinan seperti 
poliandri tidak dibolehkan karena akan berpengaruh kepada nasab. Kedua 
poligini, yaitu satu orang suami yang memiliki lebih dari satu istri.4 
Poligami dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan misi 
mengembangkan dakwah, memberikan pertolongan dan perlindungan kepada 
anak yatim yang kehilangan bapaknya karena syahid di medan perang. Dengan 
poligami, Nabi memperkokoh ikatan persahabatan dan mencegah terjadinya 
konflik etnis. Artinya hikmah Nabi menikahi perempuan janda tersebut ialah 
mengangkat harkat martabat perempuan itu sendiri.5 
Keberadaan poligami telah ada dan menjadi budaya di kalangan bangsa-
bangsa di dunia baik di Barat maupun Timur, jauh sebelum Islam datang.6 
Poligami telah dikenal di berbagai kalangan masyarakat di segenap penjuru 
                                                          
4 Firman Nurdiansyah, “Pendapat”, VIII: 2.  
5 Armaidi Tanjung, Free Sex No! Nikah Yes! (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 208-209. 






bumi termasuk bangsa Arab tempat Nabi menyebarkan Islam. Pada zaman pra 
Islam, orang-orang Hindu, Persia, Arab, Romawi, China, Yahudi serta bangsa-
bangsa lain sudah mengenal dan mempraktikkan poligami.7 
Poligami sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak ratusan 
bahkan ribuan tahun sebelum Islam ada. Kemudian Islam muncul dan 
menerangkan pembatasan jumlah istri apabila hendak berpoligami. Adanya 
poligami sebagai suatu solusi dari kondisi darurat bukan tanpa alasan, yang 
oleh orientalis sering dianggap sebagai pemuas nafsu semata. Ketika Nabi 
berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, 
yakni Khadijah RA wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. 
Selang tiga atau empat tahun dari kematian istrinya, barulah Nabi menikah 
lagi. Setelah Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi 
pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka, seperti: Saudah binti 
Zam’ah, Hindun atau Ummu Salamah, Ramlah, dan Juwairiyyah binti al-H{a>ris 
adalah tawanan pasukan Islam. Hafsah purti Umar bin Khattab adalah seorang 
janda seperti halnya Shafiyah binti Huyay dan yang lainnya.8 Sementara itu, 
poligami tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saja tetapi juga 
dilakukan oleh Ghaila>n bin Salamah as-S|asaqafi yang pada waktu itu ia masuk 
islam, sedangkan istrinya pada saat itu berjumlah 10 orang, maka Rasulullah 
menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka:9 
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Poligami sebelum Islam tidak ada batasannya tetapi setelah Islam masuk 
secara perlahan poligami terdapat batasannya yaitu diperbolehkan empat istri 
saja. Karena apabila mempunyai istri lebih dari empat maka melampaui batas. 
Mempunyai istri lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya 
karena tidak mampu memberikan hak-hak istrinya.10 
Sampai saat ini, keberadaan poligami masih ramai diperbincangkan oleh 
masyarakat yang tak akan pernah ada habisnya. Melihat sebagian dari sisi 
sejarah Nabi Muhammad SAW tanpa melihat latar belakang mengapa Nabi 
melakukan hal demikian menjadi alasan sebagai legitimasi poligami. Padahal, 
bila lebih ditelisik lebih jauh lagi terdapat tujuan mulia dalam poligami Nabi. 
Akan tetapi Nabi tetap mengisyaratkan bahwa poligami boleh dilakukan 
dengan membatasi jumlah empat orang istri.11 
Persoalan tentang poligami semakin mengemuka dan menarik perhatian 
ketika praktik poligami secara terang-terangan dilakukan oleh masyarakat 
golongan menengah keatas. Karena itu poligami menjadi perbincangan di 
kalangan masyarakat dan banyaknya masalah dalam poligami yang timbul 
selalu menarik perhatian.12 Maka dari itu, Praktik perkawinan poligami dalam 
masyarakat modern merupakan masalah yang problematik, krusial dan 
kontroversial. Di setiap belahan dunia, poligami menjadi wacana menarik 
untuk didiskusikan. Ia tidak hanya menjadi objek perdebatan di dunia Islam, 
tetapi juga di dunia barat, di mana mereka menganggap poligamilah penyebab 
kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam, baru menjadi subjek kontroversi 
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yang tidak ada hentinya di kalangan kaum muslim terpelajar setelah mereka 
mendapat pengaruh peradaban Barat.13 
Adapun dalil yang mejadikan bolehnya poligami adalah QS. an-Nisa (4): 
3:  
ْفُتمَْ طُْواَفِّيَاْليَ َتاََوإِّْنَخِّ تُ ْقسِّ َََمىَفَاَْنكُِّحْواََماَطَاََبََلُكمََْأالََّ الن َِّساءََِّمثْ َنىََوَُثاَلَثَََمِّ
َدًةَأَْوَماََمَلَكْتََأ تَ ْعدُِّلْواَفَ َواَحِّ ْفُتْمََأالََّ تَ ُعْوُلْواَْيَماَنُُكْمََذلَِّورُبَاَعَفَإِّْنَخِّ ََكَأَْدَنىََأالََّ  
Dan jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.14 
Allah SWT membolehkan  berpoligami dengan batas sampai empat 
orang dan mewajibkan berlaku adil  kepada mereka dalam urusan makan, 
tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan 
tanpa membedakan antara mereka. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak 
dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan berpoligami. Bila 
yang sanggup dipenuhinya hanya tiga orang istri, maka haram baginya kawin 
dengan empat perempuan. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang 
istri, maka haram baginya kawin dengan tiga orang perempuan. Begitu pula 
kalau dia khawatir akan berbuat zalim kalau kawin dengan dua orang 
perempuan, maka haram baginya melakukannya.15 
Keberadaan ayat tentang poligami dari dulu memang mengundang 
banyak polemik di kalangan para ulama baik dari golongan mufasir maupun 
dari golongan fukaha, dalam fikih pembahasan tentang poligami terdapat pada 
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bab munakahat. Menurut fukaha poligami itu dibolehkan dengan batas 
maksimal empat orang wanita bagi satu pria merdeka dan dua orang wanita 
untuk pria yang berstatus sebagai budak.16 
Pada dasarnya menurut Islam poligami itu hukumnya mubah (boleh) 
seperti yang disyaratkan oleh firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 3. 
Ayat tersebut menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku 
adil, jika syarat tersebut tidak dipenuhi di mana suami yakin bahwa ia akan 
melakukan kezaliman dan menyakiti istri-istrinya dan tidak dapat memenuhi 
hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika kemungkinan 
besar ia menzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi makruh. Namun 
jika ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina maka menjadi wajib 
atasnya.17 
Poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung 
dan yang menentang. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi 
dalam (3) tiga kelompok, yaitu: pertama, mereka yang membolehkan poligami 
secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). Kedua, mereka yang 
melarang poligami secara mutlak. Ketiga, mereka yang membolehkan poligami 
dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung 
poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunah, sebagaimana 
ditegaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3. Mereka juga melihat dari 
fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktik  poligami, sehingga 
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bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunahkan) sebagaimana 
dilakukan Rasulullah SAW.18 
Berkaitan dengan poligami, Nasr Hamid Abu Zayd seorang pembaharu 
Islam kebangsaan Mesir, mencontohkan undang-undang yang berkaitan dengan 
isu perempuan yang terjadi di Tunisia. Salah satu undang-undang perkawinan 
yang masih terjadi perdebatan antara kalangan salafi dan liberal, yakni tentang 
pelarangan poligami kepada setiap laki-laki yang menikah padahal ia dalam 
keadaan beristri dan akad nikah sebelumnya belum rusak, maka ia dihukum 
kurungan selama satu tahun dan (dianggap) berhutang sebesar 240.000 Frank, 
atau dihukum dengan salah satu dari kedua jenis hukuman itu, walaupun 
perkawinan barunya itu belum terjalin sesuai dengan hukum Undang-undang.19 
Menurutnya pelarangan poligami kepada setiap laki-laki yang menikah padahal 
ia dalam keadaan beristri bukanlah suatu pelarangan, tetapi hanya penyempitan 
kepada setiap laki-laki yang menikah dalam keadaan beristri.20 Menurutnya, 
berpoligami sejatinya diperbolehkan apabila dapat berlaku adil, namun dalam 
kenyataannya manusia tidak dapat berlaku adil berdasarkan Q.S an-Nisa (4): 
129: 
َتََ َْ ُعْواَأَْنَت َََوَل َاْلنَِّساءََِّوَلْوََحَرْصُتْمََفالََْسَتطِّي ْ ََ َكََْعدُِّلْواَبَ ْي َفَ َتَذُرْوَاا َُكلََّاْلَمْيلِّ ُلْوا ي ْ اْلُمَعلََّقةَََِّتمِّ
ََكاََنَََوإِّْنَُتْصلُِّحْواََوتَ ت َُّقْواَفَإِّنََّ ْيًمااللَه َََُفْورًاََرحِّ  
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri 
(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 
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kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah 
maha Pengampun, Maha Penyayang. 21 
Berbeda dengan Muhammad Quraish Shihab, ia merupakan ulama 
kebangsaan Indonesia, dalam penafsirannya terhadap surat an-Nisa ayat 129 
yang berkaitan dengan poligami, dalam berpoligami manusia dapat berlaku adil 
walaupun bukan keadilan mutlak. Poligami seringkali menjadikan suami 
berlaku tidak adil dan disisi lain, kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga 
merupakan bentuk perdamaian demi memelihara perkawinan. Melalui ayat ini 
para suami diberi semacam kelonggaran dalam berpoligami.22 
Berdasarkan latar belakang ini, terlihat bahwa  Muhammad Quraish 
Shihab  merupakan salah satu tokoh ulama kontemporer yang berkebangsaan 
Indonesia, karya-karyanya banyak dan salah satu pemikirannya ada yang 
membahas tentang poligami. Sedangkan Nasr Hamid Abu Zayd merupakan 
ulama kontemporer yang berkebangsaan Mesir dan pemikirannya salah satunya 
ada yang membahas mengenai poligami. Selain itu berdasarkan penjelasan di 
atas tampak perbedaan pandangan antara Nasr Hamid Abu Zayd dan 
Muhammad Quraish Shihab tentang poligami. Maka dari itu penulis 
bermaksud menganalisis  dan menggali pendapat Nasr Hamid Abu Zayd dan 
Muhammad Quraish Shihab dalam karya tulis yang berjudul: “Poligami Dalam 
Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab”. 
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B. Definisi operasional 
1. Poligami 
Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata poli atau 
polus yang artinya banyak, dan kata gamain atau gamus yang berarti kawin 
atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu 
perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.23 
Poligami pada dasarnya memiliki dua makna, pertama poliandri, yaitu 
dimana seorang istri mempunyai banyak suami. Dalam ajaran Islam 
perkawinan seperti poliandri tidak dibolehkan karena akan berpengaruh 
kepada nasab. Kedua poligini, yaitu satu orang suami yang memiliki lebih 
dari satu istri.24 Dalam pembahasan ini penulis akan membahas tentang satu 
orang suami yang memiliki lebih dari satu istri yang biasa dikenal dalam 
masyarakat Indonesia yaitu poligami. 
2. Nasr Hamid Abu Zayd 
Nasr Hamid Abu Zayd merupakan salah satu ulama kontemporer 
beliau lahir di Qahafah dekat kota Mesir pada 10 juli 1943, ayahnya aktifis 
al-Ikhwan al-Muslimin, pada usia 8 tahun Nasr Hamid Abu Zayd sudah 
hafal al-Qur’an dan dipanggil Syaikh Nasr oleh anak-anak di desanya. 
Ketika al-Ikhwa>n al-Muslimi>n menjadi gerakan yang kuat Nasr Hamid Abu 
Zayd Ikut bergabung gerakan ini pada usia sebelas tahun. Yang pada saat itu 
dipimpin oleh Sayyid Qutub sebagai ketua cabang al-Ikhwa>n al-Muslimi>n di 
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desanya.25Saat itulah Nasr Hamid Abu Zayd tertarik dengan pemikirannya 
Sayyid Qutub. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di 
Thantha, ia melanjutkan studynya di jurusan bahasa dan sastra Arab di 
Universitas Kairo.26 Ia meninggal di Kairo pada tanggal 5 juli 2010. 
3. Muhammad Quraish Shihab 
Muhammad Quraish Shihab merupakan ulama sekaligus guru besar 
tafsir di IAIN Alaudin Ujung Pandang. Ia berasal dari keluarga ulama di 
Makassar, ayahnya Abdurrahman Shihab adalah seorang guru besar dalam 
bidang tafsir, beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944.27 
Tamat dari SMP beliau mondok ke Malang Pesantren Darul Hadis al-
Fiqhiyyah. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S1-S2 ke Mesir 
Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar mengambil spesialis bidang tafsir 
al-Qur’an dengan predikat cumlaude.28 Dalam kemahiran tafsirnya, beliau 
dapat mengarang sebuah kitab tafsir al-Misbah 30 juz sebanyak 15 jilid 
yang dikarangnya selama 30 tahun. Dalam karyanya ia juga menyinggung 
tentang poligami dalam penafsirannya terhadap surat an-Nisa ayat 2,3 dan 
129.  
C. Rumusan Masalah    
1. Bagaimana pandangan Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish 
Shihab tentang poligami? 
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2. Bagaimana komparasi pandangan dan argumen masing-masing tentang 
poligami? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nasr Hamid Abu Zayd dan 
Muhammad Quraish Shihab tentang poligami. 
2. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pandangan dan argumen masing-
masing tentang poligami. 
Selanjutnya manfaat dari penelitian ini 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan 
dalam hal pengetahuan tentang berpoligami. Agar hasil penelitian ini betul-
betul jelas dan berguna untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan maka 
perlu dikemukakan manfaat dari penelitian ini. 
1. Secara Teoritis , hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan yang kemudian dapat diharapkan menambah pengetahuan ilmu 
keagamaan khususnya mengenai poligami dalam perspektif Nasr Hamid 
Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab.  
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini menambah bahan pustaka bagi 
IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang Poligami dalam  Perspektif 








E. Kajian Pustaka 
Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis 
mencoba melihat berbagai kajian terdahulu yang sudah dilakukan penelitian 
sebelumnya yang berkaitan dengan Poligami dalam Perspektif Nasr Hamid 
Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab, hal ini bertujuan untuk melihat 
relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. 
Diantara beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
Dalam skripsi Muhammad Abdul Fatah yang berjudul Tafsir al-Qur’an 
Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr 
Hamid Abu Zayd, pada skripsi ini membahas mengenai penafsiran Muhammad 
Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami, yaitu al-Qur’an melarang 
laki-laki untuk menikahi lebih dari satu istri jika mereka tidak dapat merawat 
dengan asas keadilan dan kejujuran yang sempurna baik pada sang istri 
maupun sang anaknya. Segi penafsiran kedua penafsir itu sebenarnya sama-
sama membolehkan poligami, namun Nasr Hamid Abu Zayd memberikan 
syarat yang ketat untuk berlaku adil dengan membandingkan QS. an-Nisa ayat 
3 dengan an-Nisa ayat 129.29 
Dalam skripsi Sulistya Ayu Anggraini yang berjudul Aplikasi Metode 
Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Poligami dalam Surat an-Nisa 
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ayat 3,  pada skripsi ini membahas mengenai hermeneutika Nasr Hamid Abu 
Zayd dan sekaligus membahas aplikasi  metode hermeneutikanya.30 
Dalam skripsi Nurul Fauziah Gusmayanti yang berjudul Tafsir Semiotika 
Keadilan berpoligami: Studi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd, pada skripsi ini 
membahas mengenai proses semoisis pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd tentang 
keadilan berpoligami, penulis berpendapat ada sesuatu yang terlupakan 
(terlewatkan) oleh Nasr Hamid Abu Zayd ketika mendiskusikan wacana 
poligami. Dalam mendiskusikannya ia melihat konteks realitas sosial pada 
masanya, mendiskusikan poligami dengan melihat perubahan Undang-undang 
Tunisia dan melihat budaya pemikiran (poligami pra-Islam dan setelah 
datangnya Islam). Namun ia tidak mendiskusikan isu poligami dan keadilan 
poligami dengan melihat realitas sosial saat ayat poligami turun (asbab an-
Nuzul). Keadilan pada QS. an-Nisa ayat 129 Nasr Hamid Abu Zayd 
menganggap bahwa keadilan tersebut merupakan keadilan mutlak, sedangkan 
para mufasir menganggap keadilan tersebut ialah keadilan yang abstrak 
(keadilan yang tidak terlihat dan tidak terukur) 31 
Dalam skripsi Hikmatuloh yang berjudul Konsep Poligami dalam Islam 
(Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb), dalam skripsi ini membahas mengenai 
poligami menurut pemikiran Sayyid Qutb yaitu melihat dari berbagai aspek 
baik aspek keadilan, kajiannya terhadap ayat-ayat poligami dengan meneliti 
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hubungan antar satu ayat dengan ayat lainnya yang memiliki kaitan 
(Munasabah al-Ayat) dan melihat dari sisi kemaslahatan adanya poligami.32 
Dalam skripsi Elly Fatmawati yang berjudul Konsep Poligami dalam 
Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori keadilan 
John Rawls, dalam skripsi ini membahas mengenai pemikiran Fazlur Rahman 
dan Muhammad Syahrur tentang poligami berdasarkan teori keadilan John 
Law.33 
Dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan yang berjudul 
Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd: Studi atas Pengaruh Pemikiran 
Tafsir terhadap Penetapan Hukum, dalam Jurnal ini membahas mengenai 
poligami menurut penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd  dan akibatnya terhadap 
penetapan hukum.34  
Untuk memudahkan mengetahui persamaan dan juga perbedaan penelitian 
sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai 
berikut: 
No Nama Judul Persamaan Perbedaan 
1.   Muhammad 
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, 
maka peneliti sekiranya dapat menyimpulkan berdasarkan keterangan di atas 
bahwa secara konteks penelitian, sudah banyak yang membahas tentang poligami 
tetapi belum ada yang membahas poligami dalam perspektif Nasr Hamid Abu 






F. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu 
suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data atau 
informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan 
bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.35 Dalam penelitian ini 
peneliti mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan poligami 
dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab. 
2. Sumber Data 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis mengumpulkan 
data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini 
dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. 
a. Sumber Data Primer  
Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan 
data pada pengumpulan data.36 Dalam penelitian ini sumber primernya 
yaitu berasal dari Nasr Hamid Abu Zayd dalam karyanya yang berjudul 
Dawa>ir al-Khauf: Qira>’ah fi Khitab al-Mar’ah dan berasal dari 
Muhammad Qurais Shihab dalam karyanya yang berjudul Tafsir al-
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Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an jilid II, Wawasan al-
Qur’an dan Perempuan. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung, yang 
sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber 
data sekunder dalam penelitian ini, antara lain tulisan-tulisan atau karya 
lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yakni mengenai 
poligami dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad 
Quraish Shihab, baik berupa buku, jurnal, atau hasil penelitian lain,  salah 
satunya yaitu dalam karya Moc. Nur Ichwan dan Moc. Syamsul Hadi 
yang berjudul Dekontruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam 
Islam serta karya-karya lain yang berkaitan dengan pembahasan 
penelitian ini. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian penulis akan menggunakan metode dokumentasi. 
Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, 
majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang 
berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-
buku, transkip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan 
fokus penelitian.37 Pada penelitian ini penulis akan menggunakan dokumen 
tertulis berupa buku-buku/karya-karya dari Nasr Hamid Abu Zayd salah 
                                                          





satunya dari kitab Dawair al-Khauf: Qira’ah fi Khitab al-Mar’ah dan Tafsir 
al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an jilid II karya 
Muhammad Qurais Shihab serta karya-karya ilmiah pendukung dalam 
penelitian ini. 
4. Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode yang 
akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Content Analysis 
Sebuah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui 
usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif 
dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau 
pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis dan 
relevan secara sosiologis.38 
b. Komparatif 
Yaitu sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti 
faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena 
yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang 
lain.39 
Dalam penelitian ini penulis akan  melakukan  perbandingan 
pendapat dan argumen masing-masing terkait poligami yaitu Nasr Hamid 
Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab. 
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G. Sistematika Pembahasan 
Untuk Mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka penelitian ini 
dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan yang memuat: Latar Belakang Masalah, Definisi 
Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 
Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 
Bab II berisi tinjauan umum tentang poligami meliputi: Pengertian 
Poligami dan Dasar Hukum Poligami, Poligami dalam Lintasan Sejarah, 
Poligami dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Poligami dalam Pandangan Ulama, Pro dan 
Kontra Tentang Poligami. 
Bab III berisi biografi Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish 
Shihab. 
Bab IV berisi Analisis Komparatif Tentang Poligami dalam Perspektif 
Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab. 
Bab V berisis Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian 
yang memuat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah 







TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI  
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami 
Secara etimologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata 
poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamain atau gamus yang berarti 
kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti 
suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.1 
Sedangkan secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang salah 
satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu 
yang bersamaan.2 Dalam bahasa Arab poligami disebut ta‘adud az-zawaja>t. 
Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa 
pasangan pada waktu bersamaan. Dengan demikian poligami itu tidak terbatas 
hanya dilakukan oleh lelaki, tetapi juga oleh perempuan.3 
Poligami pada dasarnya memiliki dua makna, pertama poliandri, yaitu di 
mana seorang istri mempunyai banyak suami. Dalam ajaran Islam perkawinan 
seperti poliandri tidak dibolehkan karena akan berpengaruh kepada nasab dan 
dalam masyarakat perkawian ini jarang sekali ditemukan adanya. Kedua 
poligini, yaitu satu orang suami yang memiliki lebih dari satu istri.4 Dalam 
                                                          
1 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh, 
hlm. 84. 
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
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masyarakat umum, perkawinan seorang laki-laki  dengan perempuan lebih dari 
seorang dalam waktu yang bersamaan  dalam masyarakat lebih dikenal dengan 
istilah poligami walaupun makna sesungguhnya poligini.5 
Selain jenis perkawinan di atas juga terdapat jenis perkawinan 
monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan 
seorang istri. Suami hanya mempunyai satu istri, istilah lainnya monogami. 
Dalam realitas sosial di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktikkan 
karena dirasa paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk 
perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.6 
Perkawinan poligami sering kali diartikan oleh umat Islam sendiri dan 
begitu juga oleh non-muslim dianggap sebagai bentuk ketidak adilan terhadap 
perempuan. Pemahaman tersebut lebih parah lagi kalau ditujukkan kepada 
Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan punya istri sampai sembilan orang 
sungguh mereka menilai dari segi jumlah. Tetapi membutakan mata dan 
hatinya dari tujuan, motivasi dan perempuan dari status mana saja yang 
dikawini.7  
Adapun dasar hukum atau dalil dalam berpoligami adalah firman Allah 
dalam QS. an. Nisa (4): 3: 
طُْوا تُ ْقسِّ ْفُتْمََأالََّ َالن َِّساءََِّمثْ َنىََوَُثاَلَثَفِّيَاْليَ َتاَمىَفَاَْنكُِّحْواََماَطَاََبََلُكمَََْوإِّْنَخِّ ََ َمِّ
َدًةَأَْوَماََمَلَكْتَأَْيَماَنُُكْمََذلِّ تَ ْعدُِّلْواَفَ َواَحِّ ْفُتْمََأالََّ تَ ُعْوُلْواَََورُبَاَعَفَإِّْنَخِّ َكَأَْدَنىََأالََّ  
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Dan jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.8 
Allah SWT membolehkan berpoligami sampai batasan 4 (empat) orang 
istri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan 
tersebut berlaku dengan syarat yakni “berlaku adil kepada (istri)”. Makna adil 
ialah adil dalam melayani istri, memberikan nafkah istri, tempat tinggal istri, 
pakaian, giliran dalam hal lahiriyah. Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka 
cukup satu istri saja.9 Konteks ayat di atas sebenarnya membolehkan poligami, 
akan tetapi maksud ayat di atas lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan 
anak-anak yatim agar bisa hidup layak tanpa adanya perlakuan tidak adil.10   
Para ulama telah berijmak tentang bolehnya berpoligami empat orang 
wanita berdasarkan surat an-Nisa ayat 3 di atas dan berdasarkan hadis yang 
diriwayatkan oleh at-Tirmidz|i. Bahwasannya Ghaila>n bin Salamah as-S|aqafi 
masuk Islam bersama sepuluh istrinya dan hadis yang diriwayatkan dari Qais 
bin al-H{a>ris dan Noval bin Muawiyah.11 
Adapun bunyi hadis bahwa Ghaila>n bin Salamah as-S|aqafi masuk Islam 
bersama sepuluh istrinya terdapat dalam kitab hadis, salah satunya terdapat 
dalam kitab hadis Sunan at-Tirmidz|i, Hadis no. 1047 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
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ثَ َناَ ثَ َناََعبََْحدَّ ََسعَِّانَّاٌدََحدَّ َْ ََِّأَبِّيَدُةََع ََمعََْيدِّْب َْ َالُّهْارَِّعُروبََةََع َْ ََمٍرََع َِّ ََسالِّمَْب َْ ََع ي ِّ
ََأْسلَََاللَّهَََِّعْبدَِّ ََسَلَمَةَالث ََّقفِّيَّ ََ ََْياَلَنَْب ََُِّعَمَرََأنََّ َاْب َْ لِّيََّمََوَلُهََع ةََِّعْشُرَنِّْسَوٍةَفِّيَاْلَجااِّ
ََمَعُهَفََأَمرَُهَالنَّبِّيهََصلَّىَاللُهََعَلْيهََِّوَسلََّمََأْنَي ََفََأسَْ ََ َََّلْم ُُ ن ْ ي ََّرَأَْربَ ًعاَمِّ ََ ى(الترمذََه)رواََت  
Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada 
kami ‘Abdah dari Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Ma’mar dari az-Zuhri dari 
Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah as-
Saqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari 
masa jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW 
menyuruh agar memilih empat dari mereka (H.R. At-Tirmidzi).12 
Sedangkan hadis dari Qais bin al-H{a>ris yang masuk Islam dengan 
delapan istrinya terdapat dalam kitab hadis, salah satunya kitab hadis Ibnu 
Majah Hadis no. 1942 yang berbunyi sebagai berikut: 
ََِّأَبِّ َاْب َْ ثَ َناَُاَشْيٌمََع ْوَقِّيهََحدَّ ْيَمَالدَّ ََُإِّبْ رَاَاِّ ثَ َناََأْحَمُدَْب َُحَمْيَضَةََحدَّ َْ َلىََع َالشََّيَلَي ْ ََمرَْبِّْنتِّ  
َنِّْسَوٍةََفَأت ََََدلَِّ َقَاَلََأْسَلْمُتََوعِّْندِّيَثََمانِّ َاْلَحارِّسِّ َِّ َْب َقَ ْيسِّ َْ ََلْيهَِّالنَّبِّيَََّصلَّىَاللَُّهَعَََْيتََُع
َأَْربَ ًعاَذلَِّكََلُهَفَ َقاَلَاَِّفَ ُقْلتَََُوَسلَّمََ ََّ ُُ ن ْ ()رواهَابََماجهَْختَ ْرَمِّ        
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqqi 
berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila 
dari Khamaidlah binti asy-Syamardal dari Qais bin al-Haris ia berkata, 
“Aku masuk Islam sementara akau mempunyai delapan istri. Lalu akau 
mendatangi Nabi SAW dan menuturkan masalah itu. Maka beliau 
bersabda, “Pilihlah empat diantara mereka.” (H.R Ibnu Majah).”13 
Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwasannya poligami pada 
masyarakat Arab setelah adanya Islam datang terdapat pembatasan paling 
banyak yaitu empat orang istri seperti hadis dari Ghaila>n bin Salamah as-
S|a>qafi yang masuk Islam bersama sepuluh istrinya maka Nabi SAW menyuruh 
Ghaila>n agar memilih empat diantara sepuluh istrinya dan hadis dari Qais bin 
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al-H{a>ris yang masuk Islam dengan delapan istrinya maka Nabi SAW 
menyuruh Qais agar memilih empat diantara delapan istrinya. 
Poligami pada masyarakat Arab pra Islam memberikan status dan 
kedudukan yang amat dominan terhadap laki-laki. Seorang laki-laki boleh 
mengambil perempuan sebanyak yang dia inginkan dan membuangnya bila tak 
diinginkan. Ayat 3 surat an-Nisa di atas diturunkan untuk mengoreksi dan 
memberikan etika terhadap kebiasaan yang tidak baik pada masyarakat Arab 
pra Islam tersebut dan untuk generasi manusia selanjutnya.14  
Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana yang dikutip Masyfuk Zuhdi 
bahwasannya Islam memandang poligami lebih banyak resiko/madharat 
daripada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya (human nature) 
mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh, dengan  demikian 
poligami lebih cenderung menjadi konflik dalam kehidupan keluarga daripada 
monogami. Poligami dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat, misalnya 
seperti istri yang tidak bisa memberikan keturunan, maka berdasarkan 
keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat-
syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan 
harus bersikap adil  dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu 
tinggalnya.15  
B. Poligami dalam Lintasan Sejarah 
Poligami merupakan  salah satu masalah kemanusiaan yang terjadi sejak 
dahulu, hampir seluruh  bangsa di dunia tidak asing lagi dengan poligami. 
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Karena sebenarnya poligami sudah dikenal oleh bangsa-bangsa terdahulu 
seperti bangsa Hindu, Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan 
bangsa lainnya.16 
Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan 
tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami. Islam pada dasarnya 
menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran poligami kepada 
setiap laki-laki tetapi secara terbatas. Islam tidak menutup adanya poligami, 
sebagaimana yang sudah berjalan sejak dahulu. Islam membolehkan laki-laki 
tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk 
mengatasi keinginan beristri lebih dari satu agar terhindar dari perbuatan 
perzinaan.17 
Poligami dalam masyarakat terdapat opini yang berkembang yaitu 
berasal dari ajaran agama, salah satu yang menuai tudingan adalah Islam. 
Seperti yang di jelaskan di atas poligami telah ada dan menjadi budaya di 
kalangan bangsa-bangsa di dunia baik di Barat maupun Timur jauh sebelum 
Isam datang.18 Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam datang 
dan berkembang, pendapat demikian sesungguhnya keliru karena sebenarnya 
bahwa sejak ribuan tahun bahkan berabad-abad sebelum Islam ada masyarakat 
telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Berbagai masyarakat di penjuru 
bumi termasuk bangsa Arab tempat Rosululloh menyebarkan Islam.19 
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Adanya poligami sebagai suatu solusi dari kondisi darurat bukan tanpa 
alasan, yang oleh orientalis sering dianggap sebagai pemuas nafsu semata. 
Memiliki sejarah Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian 
setelah istri pertamanya, yakni Khadijah RA wafat pada usia 65 tahun sedang 
Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun dari kematian istrinya, 
yaitu Khadijah RA barulah Nabi menikah lagi. Setelah Aisyah, para istri yang 
telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk 
menikahi mereka, Seperti; Saudah binti Zam’ah, Hindun atau Ummu Salamah, 
Ramlah, dan Juwairiyyah al-H{a>ris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsah purti 
Umar bin Khattab adalah seorang janda seperti halnya Shafiyah binti Huyay 
dan yang lainnya.20 
Poligami sejatinya Nabi Muhammad SAW juga melakukannya sesuai 
dengan misi mengembangkan dakwah, memberikan pertolongan dan 
perlindungan kepada anak yatim yang kehilangan bapaknya karena syahid di 
medan perang. Dengan poligami, Nabi memperkokoh ikatan persahabatan dan 
mencegah terjadinya konflik etnis. Artinya hikmah Nabi menikahi perempuan 
janda tersebut ialah mengangkat harkat martabat perempuan itu sendiri.21  
Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. 
Namun setelah surat an-Nisa ayat 3 yang membahas poligami diwahyukan, 
Nabi lalu memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat 
agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh 
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punya empat istri.22 Seperti dalam riwayat hadis dari versi Ghaila>n bin 
Salamah yang intinya Gaila>n bin Salamah as-S|aqafi telah masuk Islam dan ia 
memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam 
bersamanya, lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang saja diantara 
mereka.”23 Dan hadis dari versi Qais bin al-H{a>rist yang masuk Islam dengan 
delapan istrinya lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat diantara delapan 
istrinya. 
Dengan demikian, terlihat bahwa praktik poligami di masa Islam sangat 
berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Seperti pada bilangan istri dari 
tidak terbatas jumlahnya menjadi terbatas maksimal hanya empat orang istri 
saja. Pembatasan itu terasa sangat berat, sebab laki-laki masa itu sudah terbiasa 
dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja. Selain itu dalam 
berpoligami tidak mudah yaitu harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri 
mereka sesuai dengan QS. an-Nisa (4): 3.24 
Setelah melihat dari sejarah poligami, maka dari itu Islam membolehkan 
poligami. Adapun tujuan Islam membolehkan adanya poligami yitu: pertama, 
untuk melindungi perempuan dari kebinasaan, memperbaiki nasib, mengangkat 
harkat, derajat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kedua, dengan 
poligami (maksimal empat orang) istri, Islam bermaksud hendak 
mengendalikan hawa nafsu agar dapat disalurkan secara baik, sehat dan 
bertanggungjawab. Jika poligami dilarang mutlak setiap laki-laki hanya boleh 
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mempunyai seorang istri, maka keinginan mempunyai istri lebih dari satu tidak 
akan terpenuhi sehingga kemungkinan dapat menimbulkan perzinaan. Maka 
dari itu Islam memperbolehkan poligami dengan batas empat istri.25 
C. Poligami dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
1. Poligami dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan Undang-undang 
perkawinan yang merupakan perubahan/revisi atas Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan 
hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.26 
Berkaitan dengan poligami, dalam Undang-undang perkawinan di 
Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikhendaki oleh 
yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga 
agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih 
dari seorang, yang demikian ini, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila 
telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan 
oleh pengadilan.27 
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Pada dasarnya berkaitan dengan poligami terdapat dalam Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun bunyi pasal tersebut 
adalah sebagai berikut:28 
Pasal 3 
(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang  
wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 
(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri 
lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
Pasal 4 
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana  
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 
kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Pasal 5 
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(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi 
syarat-syarat berikut: 
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 
dan anak-anak mereka. 
 (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.29 
Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat 
diperbolehkan berpoligami apabila dikhendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan dan pengadilan agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan dasar pemberian 
izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Perkawinan, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 
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istri terdapat cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan, atau isteri 
tidak dapat melahirkan keturunan.30 
2. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pada 
hakikatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal 
yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil Hukum Islam melalui 
suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer.31 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir dari keinginan untuk menyatukan 
hukum Islam yang tersebar di seluruh nusantara. Tujuan utamanya adalah 
selain mempositifkan syariat Islam dalam bidang keperdataan (al-’ah}wal as-
syakhs}iyah) juga ingin mengkodifikasikan dan menyamakan kitab fikih 
yang akan dipakai di seluruh Pengadilan Agama. Karena pada saat itu 
terjadi keberagaman putusan pengadilan terhadap perkara yang serupa, 
dengan tujuan tersebut maka timbullah keinginan penyeragaman hukum 
dalam Pengadilan Agama.32 
Berkaitan dengan poligami, dalam Intruksi Presiden nomor 1 tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum beristri 
lebih dari satu orang,  Pasal 55:  ayat (1) pada waktu bersamaan, terbatas 
hanya empat orang istri. ayat (2) syarat utama beristri lebih dari seorang, 
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suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
ayat (3) apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang. Sedangkan  pemberian 
izin poligami melalui pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa perkawinan 
yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari 
pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.33  
Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh 
Islam memang tidak ada ketentuannya secara pasti. Namun, di Indonesia 
dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai 
berikut:34  
Pasal 56 
(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin 
dari Pengadilan Agama. 
(2) Pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat (1) dilakukan 
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat 
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Pasal 57 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan 
beristri lebih dari seorang apabila : 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri. 
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b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Pasal 58 
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk 
memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,  yaitu:  
a. Adanya persetujuan isteri 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anak mereka. 
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan 
Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat 
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan 
istri pada sidang Pengadilan Agama. 
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila istri atau istrinya tidak mungkin diminta 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau 
apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 
2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. 
Pasal 59 
Dalam istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin 





diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan 
tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang 
bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini 
istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.35 
D.  Poligami dalam Pandangan Ulama 
Adapun dalil yang menjadi landasan poligami adalah firman Allah dalam 
QS. an-Nisa (4): 3: 
طُْواَفِّيَاْليَ َتاَمىَفَاَْنكُِّحْواََماَطَاََبََلُكمَْ تُ ْقسِّ ْفُتْمََأالََّ َالن َِّساءََِّمثْ َنىََوَُثاَلَثََوإِّْنَخِّ ََ َمِّ
َدًةَأَْوَماََمَلَكْتَأَْيَماَنُُكْمََذلِّ تَ ْعدُِّلْواَفَ َواَحِّ ْفُتْمََأالََّ تَ ُعْوُلْواَََكََورُبَاَعَفَإِّْنَخِّ أَْدَنىََأالََّ  
Dan jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.36 
Adanya ayat di atas diturunkan karena saat itu ada seorang laki-laki 
sebagai wali dari anak yatim, ia menguasai (memelihara) anak yatim yang 
mempunyai harta warisan yang banyak dari peninggalan orangtuanya dan anak 
yatim tersebut berparas cantik. Walinya tersebut berkehendak  menikahinya 
karena kecantikannya dan ia juga ingin menggabungkan hartanya dengan harta 
anak yatim tersebut, tetapi dalam menikahi anak yatim tersebut ia tidak 
memberikan mahar sama sekali atau mahar yang patut. Maka dari itu, Allah 
kemudian menurunkan ayat tersebut37 
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Berkaitan dengan jumlah istri dalam melakukan poligami terdapat 
beberapa perbedaan penafsiran. Kalimat “mas|na> wa s|ula>s|a wa ruba>‘” dalam 
ayat di atas, menurut mazhab Syi’ah kalimat “mas|na> wa s|ula>s|a wa ruba>‘” 
menunjuk penjumlahan (al-Jam‘u) sehingga jika ditambahkan maka hasilnya 
adalah Sembilan. Sedangkan menurut kelompok Zahiri delapan belas orang, 
karena kata wau dalam kalimat tersebut “dikali”, sehingga dua kali dua, kali 
tiga, dan kali empat. Menanggapi hal tersebut, Imam al-Qurt}ubi> menyebutkan 
bahwa pendapat seperti ini adalah pendapat orang yang tidak mengerti bahasa 
Arab dan tidak tahu dengan sunah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah 
SAW.38 Sedangkan maksud dari surat an-Nisa ayat 3 di atas menjelaskan 
tentang batas jumlah istri dalam berpoligami, Allah SWT membolehkan paling 
banyak sampai batasan 4 (empat) orang istri.39  
Selain terdapat dalam al-Qur’an, landasan/dalil  dalam berpoligami juga 
terdapat dalam hadis yang intinya sebagai berikut” bahwa Rasulullah SAW. 
Berkata kepada seseorang dari bani S|a>qif yang masuk Islam bersama dengan 
sepuluh orang istrinya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk 
mengambil empat dari mereka dan dan menceraikan lebihnya. Adapun bunyi 
hadis secara lengkat terdapat dalam kitab hadis salah satunya Sunan at-
Tirmidz|i Hadis no. 1047, yang berbunyi sebagai brikut: 
ثَ َناَ ثَ َناََعبََْحدَّ ََمعََْانَّاٌدََحدَّ َْ ََِّأَبِّيََعُروبََةََع ََسعِّيدِّْب َْ َالُّهْارَِّدُةََع َْ ََمٍرََع َِّ ََسالِّمَْب َْ ََع ي ِّ
ََأْسلَََاللَّهَََِّعْبدَِّ ََسَلَمَةَالث ََّقفِّيَّ ََ ََْياَلَنَْب ََُِّعَمَرََأنََّ َاْب َْ لِّيََّع ةََِّمََوَلُهََعْشُرَنِّْسَوٍةَفِّيَاْلَجااِّ
ََمَعُهَفََأَمرَُهَالنَّبِّيهََصلَّىَاللُهََعَلْيهََِّوَسلََّمََأْنَي ََفََأ ََ ََّْسَلْم ُُ ن ْ ي ََّرَأَْربَ ًعاَمِّ ََ ى(الترمذ)رواهََََت  
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Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada 
kami ‘Abdah dari Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Ma’mar dari Az-Zuhri dari 
Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-
Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari 
masa jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW 
menyuruh agar memilih empat dari mereka (H.R. At-Tirmidzi).40 
Dan selain dari hadis versi Ghaila>n bin Salamah, terdapat juga hadis 
versi dari Qais bin al-H}a>rist yang masuk Islam dengan delapan istrinya dan 
disuruh Rasulullah SAW untuk memilih empat istrinya dan menceraikan 
selebihnya. Adapun hadis tersebut terdapat dalam kitab hadis, salah satunya 
kitab hadis Ibnu Majah Hadis no. 1942 yang berbunyi sebagai berikut: 
ََِّأَبِّ َاْب َْ ثَ َناَُاَشْيٌمََع ْوَقِّيهََحدَّ ْيَمَالدَّ ََُإِّبْ رَاَاِّ ثَ َناََأْحَمُدَْب َُحَمْيَضَةََحدَّ َْ َلىََع َالشََّيَلَي ْ َمْرَبِّْنتِّ  
َقَ يَََْدلَِّ َْ َنِّْسَوٍةََفَأتَ يََْع َقَاَلََأْسَلْمُتََوعِّْندِّيَثََمانِّ َاْلَحارِّسِّ َِّ َْب َهَِّالنَّبِّيَََّصلَّىَاللَُّهََعَليََْتَُسِّ
َأَْربَ ًعاَذلَِّكََلُهَفَ َقاَلَاَِّفَ ُقْلتَََُوَسلَّمََ ََّ ُُ ن ْ )رواهَابََماجه(ََْختَ ْرَمِّ  
     
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad Dauraqqi 
berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila 
dari Khamaidlah binti Asy Syamardal dari Qais bin Al Haris ia berkata, 
“Aku masuk Islam sementara akau mempunyai delapan istri. Lalu akau 
mendatangi Nabi SAW dan menuturkan masalah itu. Maka beliau 
bersabda, “Pilihlah empat diantara mereka.” (H.R Ibnu Majah).”41 
Selain dalil di atas yang menjadi landasan diperbolehkannya poligami, 
terdapat juga dalil yang menjadi perdebatan para ulama dalam poligami yaitu 
firman Allah dalam QS. an-Nisa (4) 129: 
َاْلنَِّساءََِّوَلْوََحَرْصُتْمََفالََ ََ ُعْواَأَْنَتَ ْعدُِّلْواَبَ ْي ََتْسَتطِّي ْ َْ َكَََوَل َفَ َتَذُرْوَاا َُكلََّاْلَمْيلِّ ُلْوا ي ْ اْلُمَعلََّقةَََِّتمِّ
ْيًماَََوإِّْنَُتْصلُِّحْواََوتَ ت َُّقْواَفَإِّنََّ ََُفْورًاََرحِّ ََكاََنَ اللَه  
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri 
(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
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janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah 
maha Pengampun, Maha Penyayang. 42 
Ayat tersebut menjadi perdepatan para ulama dalam berpoligami karena 
dalam berpoligami syaratnya haruslah dapat berlaku adil terhadap istri-istri 
(mu) sesuai dengan surat an-Nisa ayat 3. Tetapi dalam penjelasan ayat di atas  
yaitu surat an-Nisa ayat 129 menjelaskan bahwasannya perilaku adil terhadap 
istri-istri (mu) tidak akan mungkin bisa dilakukan. Hal inilah yang menjadi 
perdebatan di kalangan ulama. Adapun pendapat para ulama tentang boleh atau 
tidaknya poligami sebagai berikut: 
Menurut Sayyid Qutb memandang poligami sebagai suatu perbuatan 
rukhshah. Karena poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang 
benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil 
kepada para istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, 
muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak dapat 
berlaku adil, maka cukup seorang istri saja.43   
Menurut Muhammad Rasyid Ridha apabila merenungi dua ayat surat 
an-Nisa ayat 3 dan 129, maka ia akan tahu bahwa kebolehan ruang berpoligami 
dalam Islam adalah ruang sempit, ia merupakan suatu darurat yang hanya bisa 
dibolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat yang bersangkutan 
diyakini bisa menegakkan keadilan dan tidak mungkin melakukan kedzaliman. 
                                                          
42 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 99. 
43 Nurul Huda, “Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal”, Vol. IV, no. 2 





Bagi laki-laki yang tahu bahwa dirinya tidak bisa berbuat adil terhadap istri-
istrinya maka poligami baginya dilarang.44 
Menurut Wahbah az-Zuhaili pembolehan kawin dengan empat orang 
merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa 
kepada berbagai penyimpangan. Serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh 
beberapa laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan, dan wanita 
penghibur. Kemudian dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang 
dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat tidak mampu 
memenuhi hak-hak mereka. Karena secara lahir laki-laki tidak mampu 
memenuhi hak-hak mereka. Oleh karena itu al-Qur’an mensyariatkan hal ini 
dengan firman-Nya “kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinilah) seorang saja”. Maksudnya, kalian tidak bisa bersifat adil pada sisi 
persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang atau 
empat orang. Satu istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada 
ketidakjatuhan kamu dalam perbuatan zalim.45 
Berbeda dengan ulama pada umumnya Muhammad Abduh menilai 
bahwa diperbolehkannya poligami dalam ajaran Islam merupakan tindakan 
yang dibatasi dengan berbagai persyaratan yang amat ketat. Sehingga, adanya 
persyaratan itu, menunjukkan bahwa praktik poligami merupakan tindakan 
yang darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang membutuhkannya 
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saja, bukan untuk semua orang.46 Berbagai kondisi darurat yang disebutkan 
Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Khairuddin Nasution, sebagai alasan 
kebolehan poligami adalah: pertama, kebolehan berpoligami harus sejalan 
dengan kondisi dan tuntutan zaman. Kedua, syarat bisa berbuat adil merupakan 
syarat yang sangat berat. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan, kalaupun 
manusia berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, 
khususnya dalam hal pembagian cinta dan pelayanan batin. Ketiga, bahwa 
suami tidak bisa memenuhi berbagai persyaratan poligami, harus melakukan 
monogami. Sehingga dari sinilah Muhammad Abduh menyimpulkan, bahwa 
azas perkawinan yang menjadi tujuan syariat adalah monogami.47 
Dari ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk 
berpoligami, Muhammad Abduh menilai sangat kecil kemungkinan untuk 
memenuhi berbagai persyaratan tersebut. Bagi Muhammad Abduh praktik 
poligami sangat tidak mungkin dilakukan pada zaman modern ini. Dari sinilah, 
dapat dipahami pemikiran Muhammad Abduh yang sampai pada satu 
kesimpulan, bahwa poligami merupakan suatu tindakan yang tidak boleh atau 
haram dilakukan.48 
 Dengan mengutip pendapat para ulama, Abu Zahra menyebutkan 
bahwa dalam poligami terdapat pembatasan dan syarat-syarat yang harus 
dipegang yaitu:49 
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1. Berlaku adil kepada para istri. Para ulama sepakat dalam berpoligami 
haruslah dapat berlaku adil kepada istri-istri mereka. 
2. Harus ada kemampuan untuk menafkahi para istri dan melaksanakan 
kewajiban-kewajiban. 
E. Pro dan Kontra Tentang Poligami 
Adanya pro dan kontra tentang poligami didasarkan kepada pemahaman 
yang berbeda terhadap ayat yang dijadikan pijakan poligami yaitu firman Allah 
QS. an-Nisa ayat 3 dan ayat 129. 
Melihat dari literatur keagamaan terkait pandangan ulama mengenai 
poligami terbagi kedalam tiga kelompok yaitu: pertama kelompok yang 
membolehkan, kedua kelompok yang membolehkan tetapi dengan syatrat tidak 
mudah atau lebih memperberat syarat, ketiga kelompok yang melarang.50 
Terkait dengan pro dan kontra poligami, kelompok yang mendukung 
(pro) berpendapat bahwa orang yang berpoligami mengikuti sunah Nabi 
Muhammad SAW maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut 
kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu 
melaksanakannya. Poligami”dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang 
laki-laki”.51 Hal itu didasarkan pada QS. al-Nisa (4): 3: 
طُْواَفِّيَاْليَ َتا تُ ْقسِّ ْفُتْمََأالََّ َالن َِّساءََِّمثْ َنىََوَُثاَلَثََمىَفَاَْنكُِّحْواََماَطَاََبََلُكمََْوإِّْنَخِّ ََ َمِّ
َدًةَأَْوَماََمَلَكْتَأَْيَماَنُُكْمََذلِّ تَ ْعدُِّلْواَفَ َواَحِّ ْفُتْمََأالََّ تَ ُعْوُلْواَََورُبَاَعَفَإِّْنَخِّ َكَأَْدَنىََأالََّ  
Dan jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
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nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.52 
Dikatakan bahwa dalam ayat tersebut ada fi‘il amar (perintah), dan dalam 
kaidah ushul disebutkan al-as}hlu fi al-’amri li al-wuju>b (asal sebuah perintah 
adalah untuk wajib dilaksanakan). Namun, kewajiban itu bisa gugur, turun 
derajatnya menjadi sunah, jika ada masalah lain yang menyebabkannya. 
Dengan metode pemahaman versi qaidah ushul seperti ini, berarti perintah 
untuk menikah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) perempuan yang dicintai, pada 
awalnya adalah wajib, tetapi karena ada faktor atau sebab lain seperti ada 
syarat adil dan perempuan yang disenangi, maka kewajiban itu menjadi gugur 
dan beralih ke mubah. Karena, kaidah ushul fikih yang digunakan bukan lagi 
al-as}hlu  fi al-’amri li al-wuju>b melainkan al-as}hlu fi al-’amri lil-’iba>h}ah (asal 
sebuah perintah adalah untuk mubah).53  Seperti yang terdapat dalam surat an-
Nisa ayat 3 bahwasannya syarat poligami adalah mampu berbuat adil. Tetapi 
tidak dijelaskan keadilan seperti apa, maka pada ayat berikutnya, dijelaskan 
bahwa tentang obyek keadilan yang harus dilakukan dalam poligami: QS. an-
Nisa (4): 129: 
َاْلنَِّساءََِّوَلْوََحَرْصُتْمََفالََ ََ ُعْواَأَْنَتَ ْعدُِّلْواَبَ ْي ََتْسَتطِّي ْ َْ َكَََوَل َفَ َتَذُرْوَاا َُكلََّاْلَمْيلِّ ُلْوا ي ْ اْلُمَعلََّقةَََِّتمِّ
ْيًماَََوإِّْنَُتْصلُِّحْواََوتَ ت َُّقْواَفَإِّنََّ ََُفْورًاََرحِّ ََكاََنَ اللَه  
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri 
(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 
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perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah 
maha Pengampun, Maha Penyayang. 54 
Bagian awal dari ayat ini menjelaskan bahwa kamu tidak akan dapat 
berlaku adil diantara istri-istri (mu), padahal adil merupakan syarat bagi orang 
yang akan berpoligami. Menurut kelompok yang menentang adanya poligami 
syarat poligami haruslah adil terhadap istri-istri (mu) sesuai dengan surat an-
Nisa ayat 3. Tetapi dijelaskan di atas bahwasannya kamu tidak akan dapat 
berlaku adil diantara istri-istri (mu), karena syarat adil dalam poligami tidak 
bisa dipenuhi maka, poligami dalam kenyataannya tidak diperbolehkan.  
Melalui ayat itulah seringkali dijadikan sebagai alasan tidak diperbolehkannya 
berpoligami oleh kelompok penentang (kontra) poligami.  
Berkaitan dengan keadilan, fukaha membagi keadilan menjadi 2 yaitu: 
pertama, keadilan dalam hal-hal yang konkrit-material, seperti dalam masalah 
nafkah dan giliran bermalam. Kedua, keadilan dalam hal-hal abstrak-
immaterial, seperti cinta dan benci.55 Keadilan dalam poligami yang 
dimaksudkan menurut ahli fikih yaitu keadilan secara lahir, baik yang 
menyangkut nafkah, giliran bermalam atau hubungan bersebadan yang dapat 
diukur dan diatur. Keadilan dalam hal perasaan seperti rasa cinta atau kasih 
sayang, menurut mereka adalah sesuatu yang tidak dapat diukur.56 Tetapi 
sekelompok yang kontra terhadap poligami menganggap keadilan yang 
dimaksud yang menjadi syarat poligami adalah keadilan mutlak atau keadilan 
seluruhnya. Dengan demikian Q.S an-Nisa: 129 tersebut menurut fukaha tidak 
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berarti manusia (pelaku poligami) tidak dapat berlaku adil, tetapi dipastikan 
bisa berbuat adil berdasarkan kemampuannya. Tentang keadilan Rasulullah 
SAW terhadap istri-istrinya terdapat hadis dari Aisyah RA. Adapun hadisnya 
salah satunya terdapat dalam kitab hadis Sunan Abu Daud hadis no. 1822 yang 
bunyinya sebagai berikut: 
ثَ َناَُموَسىَ ََُحدَّ ََأَْب َْ ثَ َناََحمَّاُدََع َأَبِّيَقِّيَُإِّْسَمعِّيَلََحدَّ َْ ََِّيُِّّوَبََع ََعْبدَِّاللَّهَِّْب َْ يدََاَلبََةََع  
َ ْطمِّي ِّ ََ ََعائَِّشةََاْل َْ ََكاَنََرُسواُلَاللَّهَََِّع مََُمََلَّسََوَََهَِّْيَلََعَََاللهَُىَلَّصَََقَاَلْت لََُيَ ْقسِّ
ُلَوََْويَ قََُفَ يَ ْعدِّ
ََقَلَأَبُوََداُودَيَ ْعنِّيَاْلَقْلبَََلِّكََُواَلَأَمَْفِّيَماَأَْملُِّكََفالََتَ ُلْمنِّيَفِّيَماََتْملُِّكََمِّيُُمَََّاَذاََقسَْاللَّ
 )رواهَأبوَداود(
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan 
kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin 
Yazid al-Khatmi dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah SAW memberikan 
pembagian dan berbuat adil dalam membagi, dan beliau berkata, “Ya 
Allah, inilah pembagianku yang aku mampu maka janganlah Engkau cela 
aku pada sesuatu yang Engkau mampu dan tidak aku mampu.” Abu Daud 
berkata; yaitu hati (HR. Abu Daud).57 
Hadis ini, menurut fukaha membuktikan bahwa dalam hal keadilan  yang 
non materi, seperti rasa cinta, Nabi SAW menyadari dan meminta perlindungan 
dari Allah supaya apa yang diperbuatnya dalam hal cinta dan kasih sayang 




                                                          
57 Muhammad Nafis, CD Ensiklopedia Hadis 9 Imam, versi 5.1 (Jakarta: Top Media, 2019). 





BIOGRAFI NASR HAMID ABU ZAYD DAN MUHAMMAD QURAISH 
SHIHAB 
A. Nasr Hamid Abu Zayd 
1. Kelahiran dan Pertumbuhan Nasr Hamid Abu Zayd  
Nasr Hamid Abu Zayd lahir di Tanta, Mesir pada 10 Juli 1943. Ia 
dilahirkan di keluarga yang taat beragama, semenjak kecil Nasr Hamid 
sudah terbiasa dengan pengajaran agama.1 Ia mulai belajar membaca, 
menulis serta menghafal al-Qur’an pada umur empat tahun di Kuttab. 
Ketika berumur delapan tahun, ia telah hafal keseluruhan al-Qur’an 
sehingga ia dijuluki “Syaikh Nasr” oleh anak anak di Desanya. Ketika masih 
kecil ia sudah bergabung dengan gerakan al-Ikhwa>n al-Muslimi>n dan ketika 
itu berusia sebelas tahun pada tahun 1954 ia dipenjara sehari karena 
mengikuti gerakan ini dengan usia yang terlalu muda. Ayahnya juga seorang 
aktifis gerakan al-Ikhwa>n al-Muslimi>n, ia juga pernah dipenjara setelah 
peristiwa eksekusi mati Sayyid Qutb pada tahun 1966. Pada saat itu Nasr 
Hamid tertarik dengan pemikiran tokoh ini yang terdapat dalam salah satu 
bukunya yaitu melalui buku al-Isla>m wa al-Ada>lah al-Ijtima>‘iyyah (Islam 
dan Keadilan Sosial), khususnya tentang keadilan sosial dalam menafsirkan 
ajaran Islam.2 
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Pendidikan dasar dan menengahnya Nasr Hamid diselesaikan di 
Tanta. Sepeninggalan ayahnya, saat ia berusia empat belas tahun, 
memaksanya  untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Nasr Hamid 
kemudian melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari Sekolah Teknik di 
Tanta, tahun 1960-1972, ia bekerja sebagai teknisi di Organisasi 
Komunikasi Nasional di Kairo.3 Nasr Hamid memulai jenjang perkuliahan 
di Universitas Kairo dengan mengambil jurusan Sastra Arab dan Bahasa. 
Sejak itulah kehebatan intelektual Nasr Hamid mulai berkembang. Pada 
tahun 1972 ia memperoleh gelar kesarjanaannya, sekaligus diangkat 
menjadi asisten dosen. Kemudian pada tahun 1977, Nasr Hamid 
menyelesaikan program magisternya. Dan pada tahun 1981, Nasr Hamid 
mendapatkan gelar PhD.4 
Karena pendidikannya beliau menguasai bahasa Inggris baik secara 
lisan maupun tulisan. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas 
Osaka, Jepang. Disana ia mengajar bahasa Arab selama empat tahun (Maret 
1985- Juli 1989).5 Tragedi dalam hidup Nasr Hamid dimulai saat ia 
mengajukan promosi profesor penuh di Universitas Kairo, pada tanggal 9 
Mei 1992, sebulan setelah ia menikah. Ketika itu ia menyerahkan dua 
bukunya yang berjudul Al-Ima>m asy-Syafi’i dan Naqd al-Khitab ad-Dini, 
serta sebelas paper akademik lainnya kepada panitia penguji. 2 dari 3 
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anggota penguji menyetujui karya-karyanya, ada panitia yang pada akhirnya 
mengadopsi pandangan Dr. Abd al-Shabur Syahin yang kemudian menuduh 
Nasr Hamid merusak ortodoksi Islam yang berkaitan dengan antara lain, al-
Qur’an, Nabi, Sahabat, Malaikat dan mahluk ghaib lainnya.6 
Nasr Hamid dianggap murtad karena merusak ortodoksi Islam melalui 
dua bukunya yang diajukan kepada panitia penguji, tetapi panitia penguji 
menolak promosinya. Pada tahun 1993 Asosiasi pengacara menggugat Nasr 
Hamid agar menceraikan istrinya, karena seorang muslimah tidak boleh 
menikah dengan seorang non muslim. Namun ditengah masalah tersebut, 
pada bulan Mei, ia mendapatkan penghargaan the Republican of Merit for 
Service to Arab Culture dari Presiden Tunisia.7 
Pada tahun pada tahun 1995, Nasr Hamid akhirnya memperoleh gelar 
profesor penuh dengan menyertakan sembilan tulisan kepada panitia 
promosi yang pada aslinya adalah kepanitiaan baru.8 Pada tahun itu juga, ia 
mendapat kecaman dari berbagai pihak untuk dihukum mati. Akhirnya Nasr 
Hamid dan istrinya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menetap di 
Belanda. Hal ini bukanlah akhir cerita kehidupannya, karena berkat 
keilmuan yang dimilikinya dalam studi al-Qur’an, ia menjadi sosok 
terhormat di Belanda. Serta memperoleh gelar profesor dalam studi Islam 
dan bahasa Arab dari Leiden University, yaitu Universitas umum di Belanda 
yang sudah berdiri sejak tahun 1575. Pada tanggal 27 Desember tahun 2000 
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Nasr Hamid ditetapkan sebagai guru tetap di Universitas Leiden. 9 Nasr 
Hamid meninggal pada tanggal 25 Juli 2010 sepulangnya dari Indonesia 
setelah di rawat di rumah sakit Kairo, karena terkena virus yang tak 
diketahui, istrinya mengetahui bahwa Nasr Hamid terkena virus bukan 
berasal dari Indonesia, tetapi sebelum ke Indonesia dia sudah terkena virus 
berbahaya tersebut. 
2. Pendidikan Nasr Hamid Abu Zayd  
Nasr Hamid dalam menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya 
di Tanta. Setelah lulus dari Akademi Teknik Tanta tahun 1960, ia bekerja 
sebagai seorang teknisi elektronik pada Organisasi Komunikasi Nasional 
Kairo sampai tahun 1972. Pada tahun 1968 Nasr Hamid melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang perkuliahan di Perguruan Tinggi Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab Universitas Kairo dan dari situlah awal mula Nasr Hamid 
menunjukkan bakatnya dalam ilmu bahasa dan sastra yang kemudian 
mampu menghasilkan sebuah pembacaan baru dengan pendekatan linguistik 
dalam studi al-Qur’an. Kemudian pada tahun 1972 ia memperoleh gelar 
kesarjanaannya dengan yudisium “Highest Honour”.10 
Setelah Nasr Hamid lulus dari jenjang perkuliahannnya yang pertama,  
ia  bekerja sebagai asisten dosen. Karena kebijakan pimpinan Jurusan yang 
mewajibkan asisten dosen baru untuk mengambil studi Islam sebagai bidang 
utama dalam penelitian magister (S2) dan doctor (S3), ia mengubah bidang 
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kajiannya dari murni linguistik dan kritik sastra menjadi studi, khususnya 
studi al-Qur’an.11  
  Pada tahun 1975-1977 Nasr Hamid  mendapatkan beasiswa dari for 
Foundation Fellowship untuk studi di Universitas Amerika Kairo selama 
dua tahun.12 Dua tahun kemudian ia memperoleh gelar magister (S2) dengan 
predikat Cumlaude dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab dengan tesis yang 
berjudul: al-Ittijah al-‘Aqlî fi> al-Tafsi>r: Dira>sah ‘an Qad}iyyat al-Maja>z fi > 
al-Qur`an ‘inda al-Mu‘tazilah (Kecenderungan Rasionalis dalam Tafsir: 
Studi Problematika Majaz dalam al-Qur’an menurut Mu’tazilah). 
Pada tahun 1981 Nasr Hamid meraih gelar doktor dalam bidang studi 
Islam dan Bahasa Arab dari Jurusan yang sama dengan predikat cummlaude 
dengan disertasinya yang berjudul: Falsafat al-Tawil: Dira>sah fi> Tawil al-
Qur’an ‘inda Muhyi al-Din ibn ‘Arabi (Filsafat Takwil: Studi Takwil al-
Qur’an menurut Muhyi al-Din ibn ‘Arabi) yang dipublikasikan pada 1983. 
Terdapat  benang merah yang menghubungkan kegelisahan akademik Nasr 
Hamid yang terdapat dalam kajiannya tentang Mu’tazilah dan Ibnu Arabi, 
serta pengamatannya terhadap kondisi Mesir. Islam yang diamatinya di 
Mesir sekitar pada tahun 1950 dan 1960 adalah agama sosialisme dan Arab 
sosialisme, sedang sekitar pada pada tahun 1970 sebagai agama 
pembangunan dan perdamaian. Pergeseran tersebut menurutnya adalah 
interpretasi ideologis terhadap Islam. Islam hanya mengabdi kepada 
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kepentingan ideologi yang hegemonik. Fenomena inilah yang 
menginspirasinya dalam tulisan-tulisannya kemudian.13 
 Pada tahun 1985 sampai 1989 Nasr Hamid diangkat menjadi profesor 
tamu di Osaka University of Foreign Studies Jepang dan saat itulah karirnya 
memuncak.14 Pada bulan Mei 1992, setelah menikah dengan istrinya baru 
sebulan, ia mengajukan promosi profesor penuh di Universitas Kairo 
dengan menyerahkan dua bukunya Al-Imam asy-Syafi’i dan Naqd al-Khitab 
ad-Dini, serta 11 paper akademik lainnya kepada panitia penguji. Dan hal 
yang ditakutkannya dahulu ketika akan terjun dalam bidang studi al-Qur’an 
pada akhirnya menimpanya. Ia merupakan awal dari tragedi hidupnya 
sebuah peristiwa yang telah mempengaruhi sejarah Mesir dan dunia Islam 
secara umum. Meskipun 2 dari 3 anggota komite menyetujui karya-karya 
Nasr Hamid, ada panitia yang pada akhirnya mengadopsi pandangan Dr. 
Abd al-Shabur Syahin yang kemudian menuduh Nasr Hamid merusak 
ortodoksi Islam yang berkaitan dengan antara lain, al-Qur’an, Nabi, 
Sahabat, Malaikat dan mahluk ghaib lainnya.15 Tetapi pada akhirnya pada 
tahun 1995, Nasr Hamid akhirnya memperoleh gelar profesor penuh dengan 
menyertakan Sembilan tulisan kepada panitia promosi yang pada aslinya 
adalah kepanitiaan baru. Pada tahun 1995 Nasr Hamid menetap di 
Netherland, Belanda, dan disana ia sebagai profesor tamu studi Islam pada 
Universitas Leidend sejak 26 Juli 1995 hingga 27 Desember 2000.16 
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3. Karya-karya Nasr Hamid Abu Zayd 
Nasr Hamid merupakan ilmuwan muslim yang sangat produktif. Ia 
menulis beberapa karya dalam bahasa Arab dan beberapa makalah dan 
artikel dalam bahasa Inggris. Adapun Buku yang ditulisnya diantaranya, 
yaitu:17  
a. Mafhum al-Nas}h: Dira>sah fi > ‘Ulum al-Qur’an (Konsep Teks: Studi Ilmu-
ilmu al-Qur’an) tahun 1990. 
b. Naqd al-Khitab al-Dini (Kritik Wacana Keagamaan) tahun 1994.  
c. Dawa>ir al-Khauf: Qira>’ah fi Khitab al-Mar’ah (Wilayah Ketakutan: 
Pembacaan Atas Wacana Perempuan) tahun 1999. 
4. Pokok-pokok Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd 
a. Al-Qur’an Sebagai Teks dan Produk Budaya  
Menurut Nasr Hamid, al-Qur’an bisa dipahami dalam definisi 
“etika teologis” dan “etika linguistik”. Al-Qur’an dalam definisi “etika 
teologis” dipahami sebagai wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Nabi 
Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan menurut definisi 
“etika linguistik”, al-Qur’an dipahami sebagai sebuah teks yang terdiri 
dari kata, kalimat, paragraf dan tanda-tanda baca.18 Seperti halnya teks-
teks yang lainnya. Selain itu, Nasr Hamid juga mengutip pengertian teks 
berdasarkan yang pengertiannya digunakan oleh dunia modern yaitu teks 
merupakan rangkaian-rangkaian bahasa yang tersusun serta menyimpan 
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makna, makna dari sebuah teks akan muncul dalam dunia realitas, dalam 
hal ini teks lebih dipahami sebagai kumpulan tanda-tanda yang menjadi 
instrumen untuk menunjukkan realitas tertentu, sebab tujuan dan sasaran 
teks itu sendiri adalah realitas yang ada, hal itulah yang disebut dengan 
istilah “wujud nyata” dari sebuah teks itu sendiri. (representasi realitas), 
hal inilah yang menjadikan teks itu sebagai teks.19 Selain itu, al-Qur’an 
merupakan sebuah teks karena mempunyai struktur pembagian ayat per 
ayat dan bab per bab, sebuah pembagian yng biasa dipakai dalam teks.20 
Nasr Hamid memahami al-Qur’an sebagai teks (mafhum an-Na>sh), 
dalam artian bahwa teks apapun bentuknya adalah produk budaya (inna fi 
h}aqi>qatih wa jawha>rihi> munta>j as|-s|aqafi) yaitu bahwa teks-teks al-
Qur’an terbentuk dalam realitas dan budaya selama kurun waktu dua 
puluh tahun, Nasr Hamid menekankan bahwa teks-teks al-Qur’an hidup 
dalam konteks sosial dan budaya pada waktu itu, sehingga 
kontekstualisasi dan aktualisasi sangat penting untuk dilakukan dengan 
merujuk aspek historisnya.21 
Nasr Hamid juga membedakan antara nash (teks) dan mushaf 
(buku). Menurutnya, nash (teks) lebih merujuk kepada makna (dala>lah) 
yang memerlukan pemahaman, penjelasan. Sedangkan mushaf (buku) 
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lebih merujuk kepada benda (syay).22 Nasr Hamid membagi teks menjadi 
dua, yakni teks primer dan teks sekunder. Teks primer adalah al-Qur’an, 
sedangkan teks sekunder adalah sunah Nabi, yang merupakan komentar 
tentang teks primer.23 Adapun teks-teks keagamaan yang dihasilkan dari 
ijtihad-ijtihad para ulama, ahli fikih, mufasir dianggap sebagai teks 
sekunder. 
Menurut Nasr Hamid, realitas adalah dasar. Dari realitas, 
dibentuklah teks (al-Qur’an) dan dari bahasa dan budayanya terbentuklah 
konsepsi-konsepsi, dan ditengah pergerakannya dengan interaksi manusia 
terbaharuilah makna (dala>lah) nya. Jadi teks adalah realitas, konsepsi-
konsepsi adalah realitas, dan makna adalah realitas.24 
Selain itu, dengan menyelami realitas sekitar teks, ia menyatakan 
bahwa teks al-Qur’an merupakan produk budaya (munta>j as|-s|aqafi). 
Menurutnya, hal itu karena al-Qur’an terbentuk atas realitas sosial 
budaya selama dua puluh tahun, proses kemunculan dan interaksinya 
dengan realitas budaya selama itu adalah merupakan fase 
“keterbentukan” (marh}alah at-takawwun wa at- tasyakkul). Fase 
selanjutnya ialah fase “pembentukan” (marh}a>lah at-takwin wa at-tasykul) 
di mana al-Qur’an selanjutnya membentuk suatu budaya baru sehingga 
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al-Qur’an dengan sendirinya juga menjadi “produsen budaya” (munta>j 
as|-s|aqafi).25 
Abu Zayd juga melihat bahwa al-Qur’an sebagai firman Tuhan 
merupakan sifat-sifat tindakan Tuhan. Dengan terciptanya tindakan ini di 
dunia, maka iapun menjadi fenomena sejarah dari segi bahwa ia 
merupakan salah satu manifestasi firman Tuhan, karena ia yang paling 
komprehensif, karena ia merupakan yang paling akhir. Sehingga, ketika 
tindakan Tuhan tersebut telah teraktualisasi sejarah, menurut Nasr Hamid 
dia harus tunduk pada peraturan sejarah. Nasr Hamid mempromosikan 
mekanisme dalam memaknai sebuah teks. Yaitu teks ditinjau dari segi 
historisnya, yang kemudian disebutnya sebagai proyek penyelidikan 
ilmiah. Dalam proyek penyelidikan ilmiah yang digulirkan, ia 
memandang bahwa pendekatan historis yang mengacu pada analisis 
linguistik sebagai pusat sistem pemaknaan suatu peradaban harus 
ditetapkan. Kemudian Nasr Hamid melanjutkan pandangannya bahwa 
historis teks, realitas, budaya, dan bahasa (yaitu Bahasa Arab), 
menunjukkan bahwa al-Qur’an adalah teks manusiawi (nash insani).26 
Disini Nasr Hamid telah meletakkan kedudukan al-Qur’an sejajar dengan 
teks-teks bahasa yang bentuknya sama dengan teks-teks lainnya dalam 
budaya. 
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Akhirnya, implikasi paling nyata dari beberapa pandangan–
pandangan Nasr Hamid di atas adalah ketika mengaitkan teks dengan 
bahasa, budaya, dan sejarah adalah termanusiawikannya al-Qur’an 
sebagaimana teks kebahasaan umumnya. Dengan istilah lain, al-Qur’an 
telah menjadi sebuah  produk budaya (munta>j as|-s|aqafi) yang berada 
dalam genggaman manusia (textus receptus) seperti yang dijelaskan di 
atas, serta terbuka terhadap berbagai macam penafsiran yang ingin 
dicapai oleh siapa saja yang berminat untuk menafsirkan al-Qur’an.27 
 Pernyataan Nasr Hamid mengenai al-Qur’an merupakan produk 
budaya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa al-Qur’an terbentuk atau 
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan pada masyarakat yang 
kosong dari budaya, seperti halnya bahasa Arab yang digunakan dalam 
al-Qur’an merupakan produk budaya masyarakat Arab ketika itu. Dari 
realitas dibentuklah al-Qur’an dan dari bahasa dan budayanya 
terbentuklah konsepsi-konsepsinya (mafhum), dan ditengah 
pergerakannya dengan interaksi manusia terbaharuilah maknanya 
(dala>lah). Serta al-Qur’an terbentuk atas realitas sosial budaya selama 
dua puluh tahun, proses kemunculan dan interaksinya dengan realitas 
budaya selama itu adalah merupakan fase “keterbentukan”. 
 Pernyataan Nasr Hamid ini sering dipahami oleh kalangan 
penentangnya, bahwa al-Qur’an benar-benar diproduk oleh budaya, 
sehingga seolah-olah al-Qur’an tidak lagi merupakan wahyu Allah, tetapi 
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makhluk yang dihasilkan oleh budaya. Pada dasarnya Nasr Hamid tidak 
seperti yang dituduhkan mereka, ia justru benar-benar mengakui bahwa 
al-Qur’an adalah wahyu. Ini pun dibuktikan dalam bukunyaya Mafhum 
al-Nash, dengan menempatkan diskusi tentag wahyu di bagian permulaan 
sebelum membahas pembahasan-pembahasan yang lain.28 
b. Konsep Wahyu dan Turunnya al-Qur’an 
Dalam wacana keagamaan konsep wahyu merupakan perkara yang 
sentral terutama disandingkan dengan kitab suci dan Nabi. Dalam Islam 
khususnya, dapat dikatakan bahwasannya peradaban Islam adalah 
peradaban wahyu. Demikian itu dikatakan karena pemikiran-pemikiran 
Islam dari era klasik sampai modern berujung pada sentralis wahyu. 
Lebih-lebih berbincang wahyu ini disandingkan dengan al-Qur’an yang 
diklaim sebagai kitab wahyu dalam umat Islam.29 
Adapun makna wahyu adalah “pemberian informasi” secara 
rahasia. Dengan kata lain, wahyu adalah sebuah hubungan komunikasi 
antara dua pihak yang mengandung pemberian informasi-pesan sama dan 
rahasia. Oleh karena “pemberian informasi” dalam proses komunikasi 
dapat berlangsung apabila melalui kode tertentu maka dipastikan bahwa 
konsep kode melekat (inherent) di dalam konsep wahyu, dan kode yang 
dipergunakan dalam proses komunikasi tersebut pastilah kode bersama 
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antara pengirim dan penerima, dua pihak terlibat dalam proses 
komunikasi/wahyu tersebut.30  
Terkait dengan proses komuniksi wahyu, baik dalam taraf vertikal 
(Allah-Jibril) maupun dalam taraf horizontal (Jibril-Muhammad) medium 
bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Namun ada yang 
membedakan antara kedua taraf tersebut, yaitu menjadikan “ilham” ke 
taraf komunikasi bahasa, atau menjadikan formulasisasi bahwa wahyu 
merupakan tugas Jibril disatu sisi, dan menjadikannya sebagai tugas 
Muhammad disisi yang lain.31 
Sebelum al-Qur’an diwahyukan, konsep wahyu telah ada dalam 
budaya masyarakat Arab saat itu. Konsep wahyu pada saat itu terkait 
dengan puisi dan ramalan yang datang dari jin yang disampaikan kepada 
penyair dan peramal melalui proses pewahyuan (wahyu tanzil). Dimana 
penyair dan peramal pada saat itu merupakan sumber-sumber kebenaran, 
karena mendapatkan informasi dari jin yang mampu mendengar atau 
mencari informasi dari langit. Hal ini menurut Nasr Hamid merupakan 
basis kultural fenomena keagamaan. Karena keyakinan ini, pemikiram 
masyarakat Arab juga akrab dengan konsep malaikat yang 
berkomunikasi dengan seorang Nabi.32 
Sehubung dengan terjadinya komunikasi antara manusia dengan jin  
yang menjadikan adanya syair (puisi) dan ramalan (kihanah) yang oleh 
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orang Arab sudah diyakini, merupakan basis kultural bagi fenomena 
wahyu agama itu sendiri. Andaikan peradaban Arab pra Islam tidak 
memiliki presepsi-presepsi tersebut, niscaya pemahaman tentang 
fenomena wahyu menjadi sesuatu yang mustahil terjadi. Dari sudut 
pandang budaya. Orang Arab, serta segala apa yang terkait dengan 
fenomena tersebut. Bagi orang Arab yang mengetahui bahwa jin 
berbicara kepada penyair dan membisikkan puisinya, dan mengetahui 
ramalan-ramalan dukun bersumber dari jin, tidaklah sulit bagi mereka 
untuk membenarkan adanya malaikat yang turun membawa “kalam” 
kepada manusia. Oleh karena itu, tidak ditemukan orang Arab yang 
hidup pada saat al-Qur’an diturunkan mengingkari fenomena wahyu. Dan 
pengingkaran yang mereka lakukan dimungkinkan mengarah pada 
muatan wahyu atau pada pribadi yang menerima wahyu.33 
Berkaitan dengan wahyu Nasr Hamid berpendapat bahwa, 
kedudukn Nabi dan peramal adalah sama. Yang membedakan adalah 
bahwa hubungan Nabi dengan alam tertinggi merupakan hubungan yang 
didasarkan pada fitrah dan penciptaan yang landasan pemilihannya 
berdasarkan “seleksi” Ilahiyah, sedangkan tukang ramal  berhubungan 
dengan dunia lain membutuhkan alat dan sarana pembantu yang dapat 
membebaskannya secara parsial dari hambatan-hambatan alam materi. 
Selain itu, dalam persepsi Arab bahwa kenabian dan perdukunan kedua-
duanya menerima wahyu hanya saja eksistensi tingkat komunikasi yang 
                                                          





berbeda. Dalam konteks kenabian, Nabi berhubungan dengan malaikat, 
sedangkan dalam konteks perdukunan, dukun atau peramal berhubungan 
dengan setan.34 
  Berbicara tentang wahyu dalam kaitan al-Qur’an merupakan 
sebuah upaya besar untuk menuai makna sebagai pemaknaan antara 
wahyu dan al-Qur’an sendiri. Al-Qur’an dapat dikatakan sebagai produk 
wahyu dengan medium Nabi Muhammad SAW. Disini wahyu yang 
dimaksud adalah kalam Tuhan, para ahli kalam disibukkan dalam 
membicarakan perihal apakah kalam Tuhan diciptakan atau qa>dim, 
namun yang jelas jika dihubungkan dengan adanya al-Qur’an, maka 
makna kalam Tuhan tersimpan bahasa dan makna kalam tersebut.35  
Berkaitan dengan turunnya al-Qur’an yaitu turunnya al-Qur’an 
kepada Nabi Muhammad SAW melalui dua tahapan. Pertama adalah 
tahap tanzil, yaitu proses turunnya teks al-Qur’an secara vertikal dari 
Allah kepada malaikat Jibril. Kedua, tahap Ta’wil, yaitu proses di mana 
Nabi Muhammad SAW menyampaikan al-Qur’an dengan bahasanya, 
yaitu bahasa Arab dan dengan pemahaman manusia. Namun proses 
turunnya al-Qur’an menjadi perbedaan pendapat, seperti apakah malaikat 
jibril menurunkan al-Qur’an berupa lafadz dan makna atau hanya 
maknanya saja. 36  
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Pendapat pertama yang digunakan oleh Imam al-Ghazali adalah 
bahwa al-Qur’an turun dengan lafadz dan makna, artinya Jibril 
menghafal al-Qur’an dari lauh}ul makhfu>dz} kemudian menurunkannya 
kepada Nabi Muhammad. Sedangkan pendapat yang kedua melakukan 
pemisahan antara proses tanzil dan wahyu, tanzil yang diturunkan oleh 
Allah kepada Jibril merupakan proses ilham sedangkan wahyu yang 
disampaikan oleh Jibril merupakan pemindahan bahasa, artinya Jibril 
memahami apa yang diturunkan oleh Allah kemudian dia menggunakan 
bahasa Arab sebagai media untuk menyampaikan kepada Nabi 
Muhammad.37 
c. Hermeneutika  
Hermeneutika merupakan suatu ilmu atau teori metodis tentang 
penafsiran untuk menjelaskan teks beserta ciri-cirinya, baik secara 
objektif (arti gramatiakal kata-kata dan berbagai macam variasi 
historisnya) maupun subjektif (maksud pengarang). Teks-teks otoritatif 
atau teks teks kitab suci merupakan bahan kajian dalam hermeneutika.38 
Pada prinsipnya hermeneutika adalah ilmu yang membahas tentang 
penafsiran (theory of interpretation) dan bermakna interprenting dan 
understanding dalam memahami sebuah teks.39 Secara umum 
hermeneutika dapat diartikan sebagai teori interpretasi atau alat analisis 
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untuk mengkaji sebuah teks. Objek kajian ternyata sangat kompleks dan 
multidisipliner. Objek kajian disini meliputi interpretasi terhadap teks-
teks hukum, filsafat, sosial, sejarah, politik, dan bahkan terhadap teks-
teks keagamaan dalam bidang kajian Qur’anic Studies dalam Studi ke-
Islaman kontemporer.40 
 Hermeneutika dalam konteks ke-Islaman merupakan sekumpulan 
metode dan teori yang difokuskan pada problem pemahaman sebuah 
teks, baik teks-teks al-Qur’an maupun sunah Nabi.41 Berbicara 
hermeneutika Nasr Hamid, ia juga berangkat dari gagasan terhadap dua 
teks tersebut, yaitu al-Qur’an dan sunah Nabi tetapi lebih khususnya pada 
al-Qur’an. Dalam hal ini Nasr Hamid menyatakan tentang perlunya 
penekanan historitas teks al-Qur’an, kesadaran sejarah atasnya, serta 
sikap kritis terhadap teks dan konteks sejarahnya. Hubungan antara 
pembaca dan teksnya secara dialektis menjadi sangat penting di kalangan 
penafsir agar tidak terjebak dalam ideologis penafsiran.42 
Oleh karena itu, Nasr Hamid melahirkan metode interpretasi yang 
bercorak humanis dan dialogis, disinilah lahir istilah “hermeneutika 
humanistik”. Nasr Hamid menyamakan hermeneutika ini dengan ta’wil 
dalam Islam, bukan talwin atau ideologisasi. Berkaitan dengan ta’wil, ia 
,membedakan antara tafsir dengan ta’wil.43). Tafsir memiliki pengertian 
menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau yang tidak diketahui yang 
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bisa diketahui karena adanya media tafsirah.44 Menurut ulama Ushul 
Fiqh ta’wil adalah memalingkan lafaz dari makna lahirnya berdasarkan 
suatu dalil, sebab yang asal adalah tidak memalingkan lafaz dari makna 
lahirnya.45 Menurut Nasr Hamid ta’wil merupakan interpretasi atau 
wajah lain dari teks itu sendiri. Dalam ta’wil peran pembaca dalam 
memahami dan mengungkapkan makna teks memang lebih signifikan 
daripada tafsir. Oleh karena itu, pembaca harus mempunyai kesadaran 
untuk menghindari diri dari penundukan teks kepada kecenderungan 
ideologis-subjektifnya. Interpretasi yang cenderung kepada ideologi 
tertentu atau subjektifitas merupakan talwin (mewarnai atau memberi 
warna pada teks).46 
Menurutnya ta’wil sebuah pembacaan produktif (Qira>’ah al-
Muntijah) yaitu pembacaan yang membuat teks berbicara sendiri tentang 
dirinya (reading out). Berbeda dengan talwin merupakan pembacaan 
yang memaksa agar teks berbicara tentang apa yang diinginkn pembaca 
(reading into). 
Selain tafsir, ta’wil dan talwin dalam pembahasan hermeneutika, 
Nasr Hamid juga membahas makna dan signifikas (maghza) dalam 
hermeneutika-nya dimana hal tersebut merupakan dua konsep sentral 
dalam teori hermeneutika. Berkaitan dengan makna, Nasr Hamid 
mengambil teori dari E. D Hirsch, Jr yang pada intinya makna adalah apa 
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yang direpresentasikan oleh teks, sedangkan signifikasi adalah apa yang 
muncul dalam hubungan antara makna dan pembaca. Lebih jelasnya 
menurut Nasr Hamid makna adalah “makna kontekstual original yang 
hampir-hampir mapan (fixed) disebabkan oleh historisnya”, sedangkan 
signifikasi ialah yang diindikasikan oleh makna dalam konteks 
sosiohistoris penafsiran sehingga bisa berubah.47 
Berdasarkan hal itu, Nasr Hamid membagi makna menjadi “3 level 
makna pesan” yang inhern di dalam teks-teks keagamaan yaitu: 
1) Pada level pertama yaitu makna yang hanya menunjuk kepada “fakta 
historis” yang tidak dapat diinterpretasikan secara metaforis  
2) Pada level kedua yaitu makna yang menunjuk kepada “fakta historis” 
dan dapat diinterpretasikan secara metaforis. 
3) Pada level ketiga yaitu makna yang bisa diperluas berdasarkan atas 
“signifikasi” yang dapat diungkap dari konteks sosio-kultural dimana 
teks itu muncul. 
Pada level terakhir di atas, makna haruslah diperoleh secara 
objektif, sehingga signifikasi dapat diturunkan darinya secara lebih jelas. 
Namun Nasr Hamid menegaskan bahwa signifikasi tidak boleh merusak 
makna. Menurutnya, makna berdasarkan teks, sementara signifikasi 
berdasarkan pembaca dan proses pembacaan. 
Berdasarkan penjelasan di atas berkaitan dengan hermeneutika 
Nasr Hamid, penafsirannya terhadap teks-teks keagamaan ia lebih 
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mengutamakan penggunaan ta’wil daripada tafsir dan talwin, menurutnya 
ta’wil merupakan suatu pembacaan produktif (Qira >’ah al-Muntijah), 
pembacaan yang membuat teks berbicara sendiri tentang dirinya (reading 
out). Berbeda dengan talwin merupakan pembacaan yang memaksa agar 
teks berbicara tentang apa yang diinginkan pembaca (reading into). 
Selain itu dalam hermeneutika-nya ia juga membahas tentang makna dan 
signifikasi.  
B. Muhammad Quraish Shihab 
1. Kelahiran dan Pertumbuhan Muhammad Quraish Shihab 
Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 
tanggal 16 Februari 1944. Ia merupakan anak kelima dari dua belas 
bersaudara, keturunan Arab terpelajar.48 Muhammad Quraish Shihab 
merupakan putra dari Abdurrahman Shihab (1905), seorang guru besar 
dalam bidang tafsir yang pernah menjadi Rektor IAIN Alaudin Makasar. 
Seperti diketahui, IAIN Alauddin Makasar termasuk perguruan tinggi Islam 
yang mendorong tumbuhnya Islam moderat di Indonesia. Abdurrahman 
Shihab juga merupakan salah seorang penggagas berdirinya UMI 
(Universitas Muslim Indonesia) yaitu Universitas Islam swasta yang 
terkemuka di wilayah Makasar.49 
Pengaruh ayahnya Abdurrahman Shibab terhadapnya begitu kuat, 
Muhammad Quraish Shihab sendiri mengakui bahwa dorongan untuk 
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memperdalam studi al-Qur’an, terutama tafsir adalah datang dari ayahnya 
yang seringkali mengajak dirinya bersama saudara-saudaranya yang lain 
duduk bercengkrama bersama dan sesekali memberikan petuah-petuah 
keagamaan. Banyak dari petuah itu yang kemudian ia ketahui sebagai ayat 
al-Qur’an atau petuah Nabi, sahabat atau pakar-pakar al-Qur’an. Dari sinilah 
mulai timbul benih cinta dalam dirinya untuk mempelajari studi al-Qur’an.50  
Muhammad Quraish Shihab merupakan seorang cendekiawan muslim 
dalam ilmu-ilmu al-Qur’an, selain itu ia juga merupakan pakar tafsir dan 
gelar MA di Universitas al-Azhar Cairo Mesir pada tahun 1969 di bidang 
tafsir al-Qur’an pernah diraih olehnya.51  
Pada tahun 1973 Muhammad Quraish Shihab memperoleh jabatan 
sebagai pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IAIN 
Alauddin Ujung Pandang. Jabatan ini dipegang hingga tahun 1980, ia juga 
menjabat sebagai Koordinator Koperasi Wilayah VII Indonesia bagian 
Timur dalam bidang Pembinaan Mental.52  
Pada tahun 1992 Muhammad Quraish Shihab mendapat kepercayaan 
sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah sebelumnya ia 
menjabat sebagai pembantu Rektor di bidang Akademik. Lalu, pada tahun 
1998 ia diangkat Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama RI Kabinet 
Pembangunan VII. Namun usia pemerintahan Soeharto ini hanya dua bulan 
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saja, karena terjadi resistensi yang kuat terhadap Soeharto. Akhirnya pada 
Mei 1998, gerakan reformasi yang dipimpin oleh tokoh seperti Muhammad 
Amien Rais, bersama para mahasiswa berhasil menjatuhkan kekuasaan 
Soeharto yang telah berusia 32 tahun. Jatuhnya Soeharto sekaligus 
membubarkan kabinet yang baru dibentuknya tersebut, termasuk posisi 
Menteri Agama yang dipegang oleh Muhammad Quraish Shihab.53 
Setelah menjadi Menteri Agama RI Kabinet Pembangunan VII saat 
presiden Soeharto, pada tahun 1999 melalui kebijakan pemerintahan 
transisional Habibie, Muhammad Quraish Shihab mendapat jabatan baru 
sebagai Duta Besar Indonesia untuk Pemerintah Mesir, Jibuti dan Somalia.54 
Selain itu, Muhammad Quraish Shihab juga pernah menjadi Ketua Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih Mushaf al-
Qur’an Departemen Agama (sejak 1998) dan Ia juga aktif di kepengurusan 
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Perhimpunan Ilmu-ilmu 
Syariah dan Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan 
Nasional.55 
2. Pendidikan Muhammad Quraish Shihab 
Dalam menempuh pendidikan Sekolah Dasar Muhammad Quraish 
Shihab menempuhnya di Ujung Pandang, Sulaweis Selatan. Selain itu ia 
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juga belajar tafsir dengan ayahnya sendiri melalui pengajian tafsir yang 
diasuh oleh ayahnya sehingga ia terbiasa dengan hal itu.56 
Setelah menempuh pendidikannya Sekolah Dasar, pada usia 12 tahun 
ia dikirim orang tuanya untuk menempuh pendidikan menengahnya di 
Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyyah, Malang, Jawa Timur. Dalam 
menempuh pendidikannya di Darul Hadis al-Faqihiyyah dalam waktu 
singkat selama 2 tahun ia sudah mahir berbahasa Arab.57  
Pada tahun 1958 setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di 
Malang, diapun berangkat ke Kairo (Mesir) menjadi wakil Sulawesi Selatan 
dalam seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Agama 
Republik Indoesia. Beliau juga berangkat bersama dua saudaranya Umar 
Syihab dan Alwi Shihab. Disana beliau mendapat beasiswa dari Pemerintah 
Daerah (Pemda) Sulawesi Selatan, beliau belajar di Jabatan Pengajian 
Tafsir, Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Sebelumnya, ia juga 
pernah menempuh pendidikan Tsanawiyah di Mesir. Semasa menjadi 
mahasiswa di al-Azhar, beliau juga banyak terlibat dan aktif di Himpunan 
Pelajar Indonesia cawangan Mesir, beliau memperluas pergaulannya 
terutama dengan sejumlah mahasiswa yang berasal dari Negara lain, 
menurutnya selain dapat memperluas wawasan berfikir terutama mengenai 
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bangsa-bangsa lain juga dapat memperkukuhkan bahasa asing khususnya 
bahasa Arab.58 
Pada tahun 1967 beliau meraih gelar Lc (S-1) di Fakultas Ushuluddin 
Jabatan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian beliau 
melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 
berhasil meraih gelar MA, dengan tesis yang berjudul “alI’jāz al-Tasyri’ li 
al-Qur’ān al-Karīm.”59  
Pada tahun 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk 
meneruskan studinya di Program Pasca Sarjana Fakultas Ushuluddin 
Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya waktu dua tahun (1982) 
ia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul Naẓm al-Durar li al-
Baqā’ī Taḥqīq wa Dirāsah.60 Sehingga ia berhasil meraih gelar doktor 
dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan 
tingkat 1 (Mumtaz Ma’a Martabat al-Syaraf al-Ula). Dengan demikian ia 
tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar 
tersebut.61 
3. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab 
Sebagai mufasir kontemporer dan penulis yang produktif, Muhammad 
Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak 
diterbitkan dan dipublikasikan. Selain itu, ia sangat konsisten pada jalurnya, 
yaitu pengkajian al-Qur’an dan tafsir. Hampir seluruh karyanya 
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berhubungan dengan masalah-masalah al-Qur’an dan tafsir. Hampir setiap 
karyanya pula mendapat sambutan dari masyarakat dan menjadi best seller  
serta mengalami beberapa kali cetak ulang.62  Adapun diantara karya-
karyanya yaitu sebagai berikut:63 
1. Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan 
Masyarakat, tahun 1992.  
2. Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, 
tahun 1996. 
3. Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur’an, tahun 2000. 
4. Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Tahun 2000.64 
4.  Pokok-pokok Pemikiran Muhammad Quraish Shihab 
a. Tafsir 
Muhammad Quraish Shihab merupakan ulama ahli tafsir, dalam 
menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an Muhammad Quraish Shihab dikenal 
sebagai mufasir yang menggunakan metode tafsir maudhu’i (tematik). 
Metode tafsir maudhu’i mempunyai dua pengertian. Pertama, penafsiran 
menyangkut satu surat dalam al-Qur’an dengan menjelaskan tujuan-
tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta 
menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat 
tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, 
sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu 
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kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari 
menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang membahas satu masalah tertentu 
dari berbagai ayat atau surat al-Qur’an dan yang sedapat mungkin diurut 
sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian 
menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur’an 
secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.65 
Metode maudhu’i walaupun benihnya telah dikenal sejak masa 
Rasul SAW ia baru berkembang jauh sesudah masa beliau. Metode tahlili 
lahir jauh sebelum metode maudhu’i. Ia dikenal katakanlah sejak Tafsir 
al-Fara (206 H), atau Ibnu Majah (237 H), atau paling lambat at-Thabari 
(310 H).66 
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tafsir maudhu’i 
mempunyai dua pengertian, disisi lain dalam perkembangannya ia juga 
mempunyai dua bentuk kajian. Pertama, pembahasan mengenai satu surat 
secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang 
bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antar berbagai masalah 
yang dikandung, sehingga surat ini tampak kedalam bentuknya yang 
betul-betul utuh dan cermat.67 Kedua, menghimpun sejumlah ayat dari 
berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; 
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ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu 
tema pembahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara maudhu’i.68 
Adapun langkah-langkah yang hendak ditempuh untuk menerapkan 
metode maudhu’i adalah sebagai berikut:  
1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (tema, konsep atau topik) 
tersebut. 
2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah (tema, konsep, 
atau topik) tersebut.  
3) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai 
pengetahuan tentang asbabun nuzul nya. 
4) Menjelaskan munasabah atau korelasi antar ayat-ayat itu pada masing-
masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat 
sesudahnya. 
5) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan 
pokok pembahasan. 
6) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara 
menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, 
atau mengkompromasikan antara yang am’ (umum) dan yang khas 
(khusus), mutlak dan muqayyad, atau yang pada lahirnya 
bertentangan, sehingga kesemuannya bertemu dalam satu muara, 
tanpa perbedaan atau pemaksaan.69 
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Muhammad Qurais Shihab mempunyai beberapa catatan penting 
yang perlu diperhatikan para mufasir yang berkeinginan menggunakan 
metode tafsir maudhu’i, antara lain: 
1) Penetapan masalah yang dibahas 
2) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa runtutnya 
3) Memahami arti kosa kata ayat dengan merujuk kepada penggunaan al-
Qur’an sendiri 
4) Mempelajari sebab turunnya ayat (asbabun nuzul).70 
b. Perempuan 
Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh ulama 
kontemporer yang ahli dalam bidang ilmu keagamaan, terdapat banyak 
pemikiran-pemikiran yang lahir darinya yang kebanyakan berasal dari 
penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
1) Jilbab 
Pada masa sekarang jilbab merupakan pakaian yang sering 
digunakan oleh masyarakat Islam pada umumnya, karena pada zaman 
rasul SAW memakai jilbab bertujuan agar dikenali sebagai wanita 
muslimah untuk terhindar dari kejahatan-kejahatan yang mengintai 
para wanita-wanita pada zaman itu, seperti istri Nabi SAW yang 
diperintahkan oleh Nabi untuk memakai jilbab untuk membedakan 
wanita muslimah dengan budak atau hamba sahaya, karena pakaian 
                                                          





wanita budak atau hamba sahaya kurang baik, sehingga dapat 
mengakibatkan perlakuan tidak baik terhadap kaum wanita. 
 Berkaitan dengan jilbab, Muhammad Quraish Shihab 
mengartikan jilbab adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala 
wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang 
dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Kalau yang 
dimaksud dengannya adalah baju, mengandung makna menutupi 
tangan dan kakinya, kalau kerudung perintah mengulurkannya adalah 
membuatnya longgar sehingga menutupi pakaian dan badan.71 
2) Poligami 
Secara terminologi poligami merupakan sistem perkawinan 
yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan 
jenisnya dalam waktu yang bersamaan.72 Poligami pada dasarnya 
memiliki dua makna, pertama poliandri, yaitu di mana seorang istri 
mempunyai banyak suami. Kedua poligini, yaitu satu orang suami 
yang memiliki lebih dari satu istri.73 Selain itu, terdapat pula 
perkawinan monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari 
seorang suami dan seorang istri. Suami hanya mempunyai satu istri, 
Istilah lainnya monogini.  
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Dalam berpoligami Allah SWT membolehkannya sampai 
batasan 4 (empat) orang istri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan 
ketentuan bahwa kebolehan tersebut berlaku dengan syarat yakni 
“berlaku adil kepada (istri)”. Makna adil ialah adil dalam melayani 
istri, memberikan nafkah istri, tempat tinggal istri, pakaian, giliran 
dalam hal lahiriyah. Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup 
satu istri saja.74 
Seperti yang dijelaskan dalam karya-karyanya Muhammad 
Quraish Shihab yang berkaitan dengan poligami, bahwasannya 
keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami 
yaitu pada surat an-Nisa (4): 3 adalah keadilan dalam bidang 
material.75 Di mana ketika seorang laki-laki akan melakukan poligami 
syaratnya haruslah dapat berlaku adil. Jika tidak dapat berlaku adil 
maka nikahilah seorang saja atau budak-budak wanita yang kamu 
miliki. 
Muhammad Quraish Shihab menjelaskan melalui tafsirnya 
dalam bukunya yang berjudul Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan 
Keserasian al-Qur’an jilid II berkaitan dengan keadilan dalam 
berpoligami, surat an-Nisa (4): 129 juga menjelaskan tentang 
keadilan, betapa keadilan harus ditegakkan walaupun bukan keadilan 
mutlak. Melalui surat tersebut para suami diberi semacam 
kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukan keadilan mutlak 
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tetapi keadilan yang bersifat material. Dalam hal poligami keadilan 
yang tidak dapat dituntut ialah keadilan dalam hal cinta karena cinta 
atau suka pun dapat dibagi yakni suka yang lahir atas dorongan 
perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Yang tidak dapat 
diwujudkan disini yaitu keadilan dalam cinta atau suka yang lahir atas 
dorongan perasaan, sedangkan suka yang lahir atas dorongan akal 
dapat dibagi manusia seperti memperlakukan istri dengan baik, 















                                                          





ANALISIS KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI 
DALAM PERSPEKTIF NASR HAMID ABU ZAYD DAN MUHAMMAD 
QURAISH SHIHAB 
A. Poligami dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad 
Quraish Shihab 
1. Poligami dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd 
Nasr Hamid Abu Zayd dalam membicarakan tentang poligami tidak 
berbeda seperti ulama lainnya, yaitu mendasarkan pada firman Allah QS. 
an-Nisa ayat 3 dan QS. an-Nisa ayat 129 yang berkenaan dengan masalah 
keadilan dalam berpoligami. Di mana hal itu merupakan suatu hal yang 
penting untuk dapat melakukan poligami.  
Nasr Hamid Abu Zayd mendiskusikan ayat poligami QS. an-Nisa ayat 
3 dalam tiga langkah.1 Pertama, dalam konteks teks itu sendiri.  Ia memulai 
dengan mengapa para pengikut salafi memegang teguh makna teks dan 
mengabaikan makna “atau budak-budak perempuan yang kamu miliki”? 
pengikut salafi tidak menghilangkan “hilangnya” hukum menggauli budak 
perempuan, hanya saja karena perjalanan kehidupan dan perkembangan 
realitas manusia melalui perjuangan manusia untuk mengembalikan 
kebebasan mereka. Oleh karena itu para pengikut salafi senantiasa tidak 
merasakan hilangnya hukum menggauli budak perempuan ini karena 
mereka menolak perjalanan dan perkembangan kehidupan dan memilih 
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hidup di luar sejarah.2 Pada sisi yang lain Nasr Hamid Abu Zayd 
mengganggap ada sesuatu yang hilang yakni kesadaran historis teks-teks 
keagamaan, sebab ia merupakan teks-teks linguistik, dan sebab bahasa 
merupakan produk sosial manusia dan lokus bagi kebudayaan bersama.3 
Pembolehan “poligami” sampai jumlah empat istri harus dipahami dan 
ditafsirkan dalam konteks karakter hubungan-hubungan kemanusiaan 
khususnya hubungan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat Arab pra 
Islam. Dalam konteks ini kita melihat bahwasannya pembolehan poligami 
merupakan “penyempitan” terhadap kepemilikan dan pengkondisian 
perempuan. Sedangkan Nabi SAW sendiri menikah lebih dari empat 
perempuan dan seorang muslim sekarang ini tidak bisa menikah lebih dari 
empat, karena hal itu merupakan hukum yang khusus untuk Nabi bukan 
untuk seluruh kaum muslimin. Dalam konteks ini kita melihat pembatasan 
jumlah dengan empat perempuan merupakan secara historis transisi 
(naqlah) dalam rangka pembatasan perempuan (emansipasi) dari 
ketergantungan laki-laki. Pembatasan tersebut didapat dari garis besar 
legislasi-legislasi yang khusus tentang perempuan di dalam teks-teks Islam. 
Dan karena hal itu merupakan transisi (naqlah) menuju penyempitan, maka 
pembatasan nikah hanya dengan satu perempuan setelah rentang waktu 
selama lima belas abad dari perkembangan manusia dianggap sebagai 
transisi (naqlah) alamiah sesuai dengan jalan yang sudah dimulai oleh 
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Islam.4 Pada pembahasan pertama ini, Nasr Hamid melihat dari konteks teks 
itu sendiri di mana para pengikut salafi sangat memegang teguh makna teks 
yaitu memperbolehkan poligami tetapi mengabaikan makna teks budak 
perempuan yang kamu miliki, karena menurutnya teks-teks keagamaan 
merupakan teks linguistik yang di mana bahasa merupakan produk sosial. 
Pembolehan “poligami” sampai jumlah empat istri harus dipahami dan 
ditafsirkan dalam hubungan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat 
Arab pra Islam. Dalam konteks ini kita melihat pembatasan jumlah dengan 
empat perempuan merupakan secara historis transisi (naqlah) sesuai dengan 
jalan yang sudah dimulai oleh Islam yang terdapat dalam teks-teks islam 
tentang legislasi perempuan.  
Sesuai penjelasan di atas penulis setuju bahwasannya pembatasan 
poligami sampai dengan empat orang istri merupakan secara historis transisi 
(naqlah,) tetapi di sini penulis tidak setuju dengan transisi tersebut menuju 
penyempitan. Memang poligami sebelum Islam tidak terbatas tetapi setelah 
Islam datang terbatas yaitu paling banyak hanya dengan empat orang istri. 
Akan tetapi bukan berarti transisi dari poligami yang tidak terbatas menjadi 
terbatas hanya dengan empat istri merupakan suatu penyempitan menuju 
satu orang istri setelah lima belas abad sesuai jalan yang dimulai oleh Islam. 
Langkah kedua yang dilakukan Nasr Hamid ialah meletakkan teks di 
dalam konteks al-Qur’an secara keseluruhan, dengan ini akan 
mengungkapkan dimensi yang tersembunyi atau disembunyikan (al-ma sku>t 
                                                          





‘anh) di dalam wacana. Dalam al-Qur’an berbicara tentang persoalan yang 
sama problem perkawinan dan istri-istri yaitu QS. an-Nisa ayat 3 : َْْفُتم َفَإِّْنَخِّ
َدةًَ تَ ْعدُِّلْواَفَ َواَحِّ  dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil maka kawinilah) َأالََّ
seorang perempuan saja) teks ini menjelaskan di dalam fokus pembahasan 
sebelumnnya oleh teks tentang kedudukan perempuan di dalam realitas yang 
direspon oleh wahyu. Akan tetapi, ayat berikut dalam subjek yang sama 
memastikan sikap dan hampir mengabaikan (membatalkan) poligami yaitu 
QS. an-Nisa ayat 129: ََََول َاْلنَِّساءِّ ََ ُعْواََأْنَتَ ْعدُِّلْواَبَ ْي ََتْسَتطِّي ْ َْ ْوََحَرْصُتْمََوَل  (Dan kamu 
sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri mu, walaupun 
kamu sangat ingin berbuat demikian). Sesuai dengan analisis linguistik 
makna ayat tersebut tentang penegasan berlaku adil terhadap istri-istri dalam 
poligami secara mutlak.5 Nasr hamid menganggap dalam poligami manusia 
tidak dapat berlaku adil dalam hal seluruhnya seperti yang dijelaskan dalam 
surat an-Nisa ayat 129.  
Nasr Hamid menganalisis kedua ayat tersebut dengan analisis 
linguistik. Di dalam ilmu linguistik Arab, dikenal dengan adanya 
yaitu:’ada>tu syart}i, fi‘lu syart}i dan jawa>bu syart}i (Jumlah Syart}iyah). Kata 
“jika”َ(َْإِّن ) di atas adalah merupakan suatu partikel kondisional (kalimat 
pengandaian) atau dalam istilah linguistik sebagai’ada>tu syart}i. Dan kata 
“adil” (تَ ْعدٌِّلْوا) pada ayat yang pertama adalah fi‘lu syart}i dan kata 
“seorang” (ًََداة  adalah sebagai jawa>bu syart}i. Kemudian ditegaskan (َواحِّ
oleh ayat sesudahnya yaitu QS. an-Nisa ayat 129 bahwa adil adalah sesuatu 
                                                          





yang mustahil dilakukan oleh manusia, hal ini berdasarkan pada 
penggunaan kata “َْ  yang berarti tidak akan pernah. Dari sini Nasr Hamid ”َل
ingin mengungkapkan bahwa salah satu syarat seseorang boleh berpoligami 
adalah masalah keadilan, tetapi untuk bisa berbuat adil seseorang tidak akan 
mampu melakukannya. 6 Maka dari itu, yang terpenting dari tarkib Qur’ani 
dari ayat tersebut adalah dimulainya ayat itu dengan ’ada>tu an-nafi> “lan” 
yang bermakna memberi penegasan, yaitu menegaskan suatu kejadian pada 
masa kini dan masa akan datang secara bersamaan. Yaitu menunjukkan 
bahwa “dapat bertindak adil” tidak akan pernah terjadi. Disini Nasr Hamid 
menyimpulkan bahwa berhadapan dengan kondisi negatif ganda pada level 
makna, yaitu pertama, negasi total terhadap kemungkinan berlaku adil 
terhadap istri-istri, serta negasi terhadap keinginan kuat untuk mewujudkan 
keadilan.7 
Melihat dari pembahasan kedua yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu 
Zayd, di mana pada fokus pembahasan ini ia meletakkan teks di dalam 
konteks al-Qur’an secara keseluruhan bertujuan untuk mengungkapkan 
dimensi yang tersembunyi di dalam teks. Ia menggunakan analisis 
linguistik, yang dalam istilah Arab dikenal dengan (Jumlah Syart}iyah).  
Selain itu yang terpenting pada pembahasan ini pada surat an-Nisa ayat 129 
ia menggunakan analisis linguistik Arab yang dikenal dengan ’ada>tu an-nafi> 
“lan” yang bermakna memberi penegasan, yaitu menegaskan suatu kejadian 
pada masa kini dan masa akan datang secara bersamaan. Yaitu 
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menunjukkan bahwa “dapat bertindak adil” tidak akan pernah terjadi. Di 
mana syarat dalam berpoligami haruslah dapat berlaku adil tetapi dijelaskan 
melalui analisis linguistik Arab ’ada>tu an-nafi> di mana keadilan tidak akan 
pernah terjadi yang mengakibatkan keadilan dalam poligami tidak bisa 
ditegakkan. Maka dari itu, Nasr Hamid dalam menafsirkan surat an-Nisa 
ayat 129 menganggap bahwasannya dalam poligami manusia tidak dapat 
berlaku adil dalam hal seluruhnya, karena ia menafi’kan kemunginan 
berlaku adil dalam poligami berdasarkan analisis linguistiknya terhadap 
surat an-Nisa  tersebut. 
Pada pembahasan Nasr Hamid yang kedua ini penulis tidak setuju 
bahwasannya dalam poligami manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal 
seluruhnya. Karena menurut ahli fikih berdasarkan penafsirannya terhadap 
surat an-Nisa ayat 129, manusia tidak dapat berlaku adil yaitu dalam hal 
yang tidak dapat diukur seperti rasa cinta atau kasih sayang. Tetapi dapat 
berlaku adil dalam hal keadilan secara lahir seperti: yang menyangkut 
nafkah, giliran bermalam atau hubungan bersebadan yang dapat diukur dan 
diatur.8 Penulis lebih setuju dengan dengan pendapat yang dikemukakan 
oleh ahli fikih, bahwasannya manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal 
yang tidak dapat diukur seperti rasa cinta atau kasih sayang.  
Nasr Hamid mengganggap dalam poligami keadilan merupakan 
prinsip dalam Islam. Seperti yang terlihat di atas bahwa terdapat 
pertentangan dari sudut pandang al-Qur’an antara prinsip dengan hukum 
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pembolehan. Suatu hukum tidak bisa naik ke level prinsip.9  Dalam konteks 
poligami, keadilan adalah prinsip atau mabda, sementara untuk memiliki 
sampai empat istri adalah hukum. Seperti yang dijelaskan di atas suatu 
hukum tidak bisa naik ke lefel prinsip atau mabda’. Karena hukum adalah 
peristiwa yang spesifik dan relative, tergantung kepada kondisi yang 
melingkupinya. Ketika terdapat kontradiksi antara mabda’ dan hukum, yang 
terakhir ini haruslah dikalahkan untuk mempertahankan yang pertama. Al-
Qur’an tidak menetapkan hukum (tasyri‘) terkait dengan masalah poligami, 
namun memang mengungkapkan sebuah limitasi terhadap poligami. 
Menurut Nasr Hamid sebenarnya al-Qur’an melarang poligami secara 
tersamar karena limitasi terhadap poligami sesungguhnya mengidentifikasi 
pelarangan (pengharaman) secara tersamar (at-Tah}ri>m az-Z|himmi>), dengan 
kata lain poligami dalam realita merupakan penyempitan.10 
Seperti yang terdapat di pembahasan sebelumnya bahwa poligami 
dalam realitas merupakan penyempitan yang merupakan transisi (naqlah) 
hanya transisi semata tentang kedudukan perempuan di dalam realitas sosial 
yang direspon oleh wahyu. Dan jika suatu hukum itu bertentangan dengan 
prinsip maka kita harus mengorbankan hukum itu. Oleh karena itu al-Qur’an 
dalam konteks internalnya hampir mengharamkan dengan cara potensial 
atau implisit poligami.11 
Pada pembahasan kedua setelah Nasr Hamid menganggap dalam 
poligami manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal seluruhnya, kini ia 
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berpendapat bahwasannya keadilan merupakan prinsip dalam Islam yaitu di 
mana dalam berpoligami manusia harus dapat berlaku adil, tetapi manusia 
berlaku adil tidak dapat melakukannya. Dalam konteks poligami, keadilan 
adalah prinsip atau mabda, sementara untuk memiliki sampai empat istri 
adalah hukum. Ketika terdapat kontradiksi antara mabda’ dan hukum, maka 
hukum lah yang dikalahkan. Karena hukum tergantung dengan situasi 
keadaan sekitar, artinya dalam konteks poligami terdapat pertentangan 
antara mabda dan hukum. 
Pada fokus pembahasan yang ketiga atau terakhir, yaitu di mana fokus 
pembahasan logis yang didasarkan pada dua fokus pembahasan sebelumnya 
dan secara bersamaan menjadi penegas bagi keduanya. Di mana 
Pembolehan poligami dalam realitas merupakan penyempitan terhadap 
poligami yang lebih luas dan mendahului hukumnya maka istilah 
pembolehan (ibah}ah) tidak berkesesuaian dengannya. Pembatasan dan 
penyempitan adalah hukum-hukum yang dianggap sebagai pengembalian 
rumusan perundang-undangan kepada kedudukan-kedudukan yang tidak 
dianggap sesuai dengan realitas sosial. Artinya, pembatasan dengan jumlah 
empat merupakan rumusan perundang-undangan yang diluruskan 
(dikoreksi) dengan hukum sosial yang tidak dianggap sesuai dengan 
perkembangan kesadaran masyarakat atau kita katakana tidak dianggap 
sesuai dengan level kesadaran yang ingin diwujudkan oleh al-Qur’an.12 
                                                          





Dalam hukum Islam klasik poligami di klasifikasikan termasuk dalam 
hal-hal yang diperbolehkan (al-muba>h}a>t). Tema pembolehan (iba>h}a>h), 
menurut Nasr Hamid, tidaklah sesuai karena pembolehan terkait dengan hal 
yang tidak dibicarakan oleh teks, sementara pembolehan poligami dalam al-
Qur’an pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tidak 
terbatas yang telah dipraktikkan sebelum datangnya Islam. Pembatasan 
tidak berarti pembolehan. Namun demikian, poligami tidak termasuk dalam 
bab pelarangan (pengharaman) terhadap hal yang diperbolehkan (tah}ri>m al-
muba>ha>t).13 Seperti yang dijelaskan di atas poligami terdapat di dalam bab 
hukum dan tidak akan naik selamanya ke level kaidah atau kewajiban 
pertama. Artinya keadilan adalah prinsip umum yang harus 
dipertimbangkan (dijaga) di dalam seluruh kaidah dan hukum, dan hukum 
adalah persoalan relatif yang terkondisikan dengan syarat-syarat khusus, 
maka ia (hukum) tidak dipegang (dilaksanakan) di dalam seluruh kondisi. 
Dan ketika berpegang teguh kepada hukum itu membatalkan (mengabaikan) 
prinsip yang penting, maka mudah bagi kita untuk tidak melaksanakannya.14 
Pada fokus pembahasan ketiga penulis melihat bahwasannya pada 
fokus pembahasan ini yaitu fokus pembahasan logis yang didasarkan pada 
dua fokus pembahasan sebelumnya dan secara bersamaan menjadi penegas 
bagi keduanya. Setelah sebelumnya dijelaskan bahwasannya pembolehan 
poligami dalam realitas merupakan penyempitan terhadap poligami yang 
lebih luas, karena seperti yang dijelaskan di atas poligami terdapat di dalam 
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bab hukum dan keadilan adalah prinsip. Artinya keadilan adalah prinsip 
umum yang harus dipertimbangkan (dijaga) di dalam seluruh kaidah dan 
hukum. Karena dalam konteks poligami, keadilan merupakan prinsip dalam 
Islam tidak bisa ditegakkan maka hukum bolehnya poligami tidak bisa 
dilaksanakan. Maka berdasarkan penjelasan ini, Nasr Hamid melarang 
adanya poligami karena keadilan dalam poligami tidak dapat dilakukan. 
2. Poligami dalam Perspektif  Muhammad Quraish Shihab 
Dalam membicarakan poligami Muhammad Quraish Shihab 
membahasnya sebagai berikut: 
QS. an-Nisa (4): 3: 
طُْواَفِّيَاْليَ َتاَمىَفَاَْنكُِّحْواََماَطَاََبََلُكمَْ تُ ْقسِّ ْفُتْمََأالََّ َالن َِّساءََِّمثْ َنىََوَُثاَلَثََوإِّْنَخِّ ََ َمِّ
َدًةَأَْوَماََمَلَكْتَأَْيَماَنُُكْمََذلِّ تَ ْعدُِّلْواَفَ َواَحِّ ْفُتْمََأالََّ تَ ُعْوُلْواَََورُبَاَعَفَإِّْنَخِّ َكَأَْدَنىََأالََّ  
Dan jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.15 
Menurut Muhammad Quraish Shihab, penafsiran yang terbaik 
menurut ayat ini adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi, 
Aisyah RA, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, serta at-Turmuzy dan lain-
lain meriwayatkan bahwa Urwah ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi, 
Aisyah RA tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ayat ini berkaitan 
dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana 
hartanya bergabung dengan harta sanh wali dan sang wali senang akan 
                                                          





kecantikan dan harta sang yatim, maka ia hendak mengawininya tanpa 
memberinya mahar yang sesuai.16 
Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam penafsirannya terhadap 
surat an-Nisa di atas, setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta 
anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang-Nya adalah berlaku aniaya 
terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Maka ditegaskan bahwa: dan jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan 
kamu percaya diri bahwa akan dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita 
selain yang yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai selera 
kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu kamu dapat 
menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat tetapi jangan 
lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan 
perlakuan lahiriyah bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari 
seorang istri maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu 
miliki. Dalam berpoligami diperbolehkan sampai empat orang istri apabila 
dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu.17 
Seperti halnya yang dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab di 
atas, Ibnu Jarir at-Tabari tidak jauh berbeda. Ia setuju dengan pendapat yang 
mengatakan bahwasannya ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak 
mampunya seorang wali berbuat adil terhadap anak yatim. Maka jika sudah 
khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. 
Maka janganlah kalian menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang 
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kamu yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya jika 
khawatir tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup 
menikahi seorang istri saja.18 
Bahwasannya Imam as-Syafi’i memperbolehkan adanya poligami 
dengan mendasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu 
Umar tentang Ghaila>n bin Salamah as-S|aqafi seorang sahabat Nabi yang 
masuk Islam bersama sepuluh istrinya kemudian diperintahkan oleh Nabi 
untuk memilih empat dari mereka. Dalam praktik poligami, diperbolehkan 
dengan catatan harus memenuhi persyaratan, yaitu mampu berbuat adil 
kepada para istrinya dan batasan empat perempuan. Jika lebih dari empat 
maka dianggap haram.19 
Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki 
berpoligami hanya diperbolehkan sampai empat istri dan harus diikuti 
dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga 
tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri.20 
Berkaitan dengan penjelasan di atas yang telah banyak dijelaskan oleh 
para ulama, menurut penulis dalam berpoligami diperbolehkan apabila dapat 
berlaku adil terhadap istri-istri, maksimal dengan empat orang istri tetapi 
apabila tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang istri saja. 
Sedangkan keadilan yang dimaksudkan oleh Muhammad Quraish Shihab 
                                                          
18 Marzuki, “Poligami dalam Hukum Islam”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 
t.t), hlm. 6.  
19 Muhammad Farid Zulkarnain, “Adil dalam Poligami menurut Imam Madzhab (Metode 
Istinbat Hukum dan Argumentasinya Masing-masing), al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, 
no. 1 (Syafa’ah Lampung Tengah: STIS Darusy Syafa’ah Lampung Tengah, 2020), hlm. 8. 





dalam berpoligami sesuai surat anNisa ayat 3 yaitu dalam hal  harta dan 
perlakuan lahiriah. 
Menurut Muhammad Quraish Shihab, perlu digaris bawahi bahwa 
ayat di atas, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena 
poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat 
sebelum ini. Selain itu, ayat ini tidak mewajibkan poligami atau 
menganjurkannya, Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun 
merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan 
oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat-syarat yang tidak ringan.21  
Poligami menurut Muhammad Quraish Shihab mirip dengan pintu 
darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan 
emergency tertentu; yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah 
mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya 
kemudian baru diperkenankan membukanya pada saat mendapatkan izin 
dari pilot.22  
Poligami menurut al-Maraghi diperbolehkan apabila dalam keadaan 
darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar 
membutuhkan. Dia mendasarkan pendapatnya kepada kaidah “daru’ al-
mafa>sid muqaddam ‘ala> jalbi al-mas}a>lih {” (menolak yang berbahaya harus 
didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Hal ini dimaksudkan 
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untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan 
poligami.23  
Memang sekiranya benar ketika selain dapat berlaku adil dalam 
berpoligami harus juga melihat dari keadaan yang ada seperti dalam 
keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-
benar membutuhkan. 
Menurut Muhammad Quraish Shihab pembahasan tentang poligami 
dalam pandangan al-Qur’an hendaknya tidak dituju dari segi ideal atau baik 
dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum 
dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Seperti halnya peperangan yang 
terjadi mengakibatkan banyak merenggutnya laki-laki, serta adanya 
penyakit parah atau kemandulan. Ayat ini hanya memberi wadah bagi 
mereka yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus 
selain yang disebut itu, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak 
menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh 
ayat ini dengan syarat-syarat yang tidak ringan itu.24 
Perlu diketahui bahwasannya keadilan yang disyaratkan oleh ayat 
yang membolehkan poligami yaitu pada surat an-Nisa (4): 3 adalah keadilan 
dalam bidang material. Sedangkan surat an-Nisa (4): 129 menegaskan juga 
berkaitan dengan keadilan yaitu:25 
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َاْلنَِّساءََِّوَلْوََحَرْصُتْمََفالََ ََ ُعْواَأَْنَتَ ْعدُِّلْواَبَ ْي ََتْسَتطِّي ْ َْ َكَََوَل َفَ َتَذُرْوَاا َُكلََّاْلَمْيلِّ ُلْوا ي ْ اْلُمَعلََّقةَََِّتمِّ
ْيًماَََوإِّْنَُتْصلُِّحْواََوتَ ت َُّقْواَفَإِّنََّ ََُفْورًاََرحِّ ََكاََنَ اللَه  
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri 
(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka 
sungguh, Allah maha Pengampun, Maha Penyayang. 26 
Berkaitan dengan ayat di atas dijelaskan betapa keadilan harus 
ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus 
poligami. Maka melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran 
sehingga keadilan yang dituntut bukan keadilan mutlak. Ayat ini 
menegaskan bahwa: kamu wahai para suami, sekali-kali tidak akan dapat 
berlaku adil yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-
menerus keadilan dalam hal cinta diantara istri-istri kamu walaupun kamu 
sangat ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia 
untuk mengaturnya. Karena itu berlaku adillah sekuat kemampuan kamu 
yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih 
mencintai salah seorang diantara mereka, maka aturlah sedapat mungkin 
perasaan kamu, sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri 
yang lebih kamu cintai dan mendemonstrasikannya serta menumpahkan 
cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-
katung, tidak merasa diperlakukan sebagai isteri dan tidak juga dicerai, 
sehingga bebas untuk kawin atau melakukan apa yang dikhendakinya. Dan 
jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan 
                                                          





menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan bertakwa yakni 
menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak 
buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang 
kamu lakukan, karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.27 
 Ayat di atas sering dijadikan alasan oleh sementara orang yang tidak 
mengerti bahwa Islam tidak merestui poligami, karena kalau izin 
berpoligami bersyarat dengan berlaku adil berdasar firman-Nya; “Jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya”(QS. an-Nisa (4): 3), sedang di sini dinyatakan  
bahwa kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (QS. an-Nisa (4): 129). 
Maka hasilnya kata mereka adalah bahwa poligami tidak mungkin direstui. 
Pendapat ini, tidak dapat diterima, karena ayat ini tidak berhenti, tetapi 
berlanjut dengan menyatakan karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 
(kepada yang kamu cintai). Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan 
poligami walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.28 
Muhammad Quraish Shihab menjadikan surat an-Nisa ayat 129 
sebagai dasar dari mereka yang tidak merestui adanya poligami. Ayat 
tersebut sebenarnya menjelaskan tentang keadilan yang tidak mungkin dapat 
dipenuhi oleh suami yang berpoligami, meskipun mereka sangat ingin 
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berbuat adil kepada istri-istrinya. Yang dimaksud keadilan disini adalah 
keadilan dalam bidang imateriel.29 
Dengan mengutip pada surat an-Nisa ayat 129, Ahmad bin Hambal 
mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah 
keadilan dalam hati atau imateriel. Sehingga dalam ayat itu, Allah 
menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya 
secara adil.30 
Keadilan yang dimaksud oleh surat an-Nisa ayat 129 adalah keadilan 
di bidang imateriel (cinta), itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang 
memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada 
yang dicintai.31  
Seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan atau 
keadilan yang dimaksudkan dalam ayat 129 surat an-Nisa adalah keadilan 
dalam bidang imateriel (cinta). Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi, 
yakni suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas 
dorongan akal. Cinta atau Suka dalam diri seseorang dapat berbeda, yang 
tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau 
suka berdasar perasaan. Sedangkan suka yang berdasar akal dapat 
diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan 
diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek 
yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya ataupun kebaikannya 
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saja. Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu cenderung 
(kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan 
yang kamu kurang cintai.32  
Keadilan yang tidak dapat diwujudkan atau keadilan yang 
dimaksudkan dalam ayat 129 surat an-Nisa adalah keadilan dalam bidang 
immaterial (cinta). Yakni cinta atau suka yang lahir atas dorongan perasaan, 
karena Nabi SAW pun dalam hal ini tidak bisa melakukannya berdasarkan 
hadis dari Aisyah RA. Adapun hadisnya salah satunya terdapat dalam kitab 
hadis Sunan Abu Daud hadis no. 1822 yang bunyinya sebagai berikut: 
ثَ َنا ََُسىَُمَوََحدَّ ََأَْب َْ ثَ َناََحمَّاُدََع َأَبِّييَُإِّْسَمعِّيَلََحدَّ َْ ََعْبدَِّقَِّوَبََع َْ ََِّيَُِّّاَلبََةََع يدََاللَّهَِّْب  
ْطمِّي َِّ ََ ََعائَِّشةَََاْل َْ ََكاَنََرُسواُلَاللَّهَََِّع مََُمََلَّسََوَََهَِّْيَلََعَََاللهَُىَلَّصَََقَاَلْت لََُيَ ْقسِّ
ُلَوََْويَ قََُفَ يَ ْعدِّ
َُودَيَ ْعنِّيَاْلَقْلبَََداََقَلَأَبُوَلِّكََُواَلَأَمَْأَْملُِّكََفالََتَ ُلْمنِّيَفِّيَماََتْملُِّكَََمافِّيَمِّيُُمَََّاَذاََقسَْاللَّ
رواهَأبوَداود()  
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan 
kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin 
Yazid al-Khatmi dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah SAW 
memberikan pembagian dan berbuat adil dalam membagi, dan beliau 
berkata, “Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu maka 
janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau mampu dan 
tidak aku mampu.” Abu Daud berkata; yaitu hati (HR. Abu Daud).33 
Sebagaimana di ungkap dari hadis Aisyah di atas bahwa Rasul SAW 
mengadu kepada Allah perihal ketidakmampuannya dalam berlaku adil yang 
menyangkut keadilan imateriel (cinta). Dengan dasar ayat inilah yang 
menjadi dasar pembenaran dalam penolakan poligami.34 Dalam hal ini 
menurut Muhammad Quraish Shihab bahwa keadilan yang dituntut bukan 
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keadilan menyangkut kecenderungan hati, melainkan keadilan material yang 
memang dapat terukur.35 
Berdasarkan penjelasan di atas menurut Muhammad Quraish Shihab 
berkaitan dengan keadilan yang dimaksud dalam surat an-Nisa ayat 129 di 
mana keadilan yang tidak dapat diwujudkan yaitu keadilan dalam hal cinta, 
cinta atau suka yang lahir atas dorongan perasaan. Muhammad Quraish 
Shihab sendiri mendasarkan pendapatnya dengan hadis dari Aisyah RA di 
mana Nabi SAW tidak dapat berlaku adil dalam hal keadilan imateriel 
(cinta). Tetapi Nabi SAW dapat berlaku adil dalam hal material yang 
memang dapat terukur.  
B. Analisis Komparatif Poligami dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd 
dan Muhammad Quraish Shihab  
1. Persamaan Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad 
Quraish Shihab 
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam membahas tentang 
poligami Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab sama-
sama mendasarkan seperti pada umumnya ulama lainnya, yaitu QS. an-Nisa 
ayat 3 dan QS. an-Nisa ayat 129. Di mana mereka sependapat bahwasannya 
sesuai dengan surat an-Nisa ayat 3 dalam berpoligami haruslah berlaku adil 
terhadap istri-istri. Dengan kata lain syarat dalam berpoligami haruslah 
dapat berlaku adil.  
                                                          





Dalam berpoligami, Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish 
Shihab menyimpulkan bahwa al-Qur’an melarang laki-laki untuk menikahi 
lebih dari satu istri jika mereka tidak dapat berbuat adil. Nasr Hamid 
berpendapat bahwasannya poligami tidak termasuk dalam bab pelarangan 
(pengharaman) terhadap hal yang diperbolehkan (tah}ri>m al-muba>ha>t), 
dengan kata lain poligami merupakan suatu pembolehan ketika melihat dari 
diskusinya terhadap surat an-Nisa ayat 3, karena surat an-Nisa ayat 3 
memperbolehkannya dengan syarat dapat berlaku adil seperti yang telah 
dijelaskan di atas. Sama seperti halnya Nasr Hamid, Muhammad Quraish 
Shihab juga berpendapat bahwasannya poligami diperbolehkan, ia melihat 
dari surat an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang 
poligami ataupun menganjurkannya tetapi ia hanya berbicara tentang 
bolehnya poligami itupun dengan syarat yang tidak ringan. 
2. Perbedaan Poligami Menurut Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad 
Quraish Shihab 
Nasr Hamid Abu Zayd dalam membicarakan poligami ia berangkat 
dari hermeneutikanya, di mana hermeneutika merupakan suatu ilmu atau 
teori metodis tentang penafsiran untuk menjelaskan teks beserta ciri-cirinya, 
baik secara objektif (arti gramatikal kata-kata dan berbagai macam variasi 
historisnya) maupun subjektif (maksud pengarang).36 Pada prinsipnya 
hermeneutika adalah ilmu yang membahas tentang penafsiran (theory of 
interpretation) dan bermakna interprenting dan understanding dalam 
                                                          






memahami sebuah teks.37 Secara umum hermeneutika dapat diartikan 
sebagai teori interpretasi atau alat analisis untuk mengkaji sebuah teks.38 
Teks-teks otoritatif atau teks teks kitab suci merupakan bahan kajian dalam 
hermeneutika, dalam hal ini bahan kajian yang digunakan Nasr Hamid  
berkaitan dengan masalah poligami yaitu al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 dan 
surat an-Nisa ayat 129. Dalam masalah poligami Nasr Hamid melalui 
metode hermeneutikanya mendiskusikan poligami melalui surat an-Nisa 
ayat 3 ke dalam tiga fokus pembahasan, pertama konteks teks itu sendiri, 
kedua meletakan teks di dalam konteks al-Qur’an secara keseluruhan. 
Ketiga yaitu fokus pembahasan logis dimana fokus pembahasan yang 
didasarkan pada dua fokus pembahasan sebelumnya dan secara bersamaan 
menjadi penegas bagi keduanya.39 
Sedangkan Muhammad Quraish Shihab membicarakan tentang 
poligami ia menggunakan tafsir maud}hu>i,‘ ia menafsirkan surat an-Nisa ayat 
3 dan 129 secara maudhu’i. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa 
tafsir maudhu’i mempunyai dua pengertian, Pertama, penafsiran 
menyangkut satu surat dalam al-Qur’an dengan menjelaskan tujuan-
tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta 
menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat 
tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga 
satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan 
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yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun 
ayat-ayat al-Qur’an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat 
atau surat al-Qur’an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan 
turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat 
tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur’an secara utuh tentang masalah yang 
dibahas itu.40  
Melalui penjelasan Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish 
Shihab mengenai cara mereka dalam membahas poligami di mana Nasr 
Hamid membahas poligami menggunakan hermeneutikanya di mana 
hermeneutika merupakan ilmu yang membahas tentang penafsiran (theory of 
interpretation) dan bermakna interprenting dan understanding dalam 
memahami sebuah teks.41 Sedangkan Muhammad Quraish Shihab dalam 
membahas poligami ia menggunakan tafsir di mana corak tafsirnya ialah 
tafsir maudhui, sama seperti ulama pada umumnya. Tidak seperti Nasr 
Hamid yang dalam membahas poligami ia menggunakan hermeneutika, di 
mana hermeneutika merupakan metode tafsir yang digunakan oleh ulama 
barat dalam menganalisis teks-teks keagamaan. Sebenarnya keduanya dalam 
membahas poligami yaitu sama-sama menggunakan tafsir, tetapi berbeda 
dalam metode melakukan penafsirannya. Di mana Nasr Hamid 
menggunakan metode hermeneutika yang merupakan istilah sebutan tafsir 
yang digunakan oleh ulama Barat. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab 
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menggunakan metode tafsir maudhu’i yang digunakan oleh ulama pada 
umumnya. 
Menurut Nasr Hamid bahwasannya poligami merupakan 
penyempitan, karena Pembolehan “poligami” sampai jumlah empat istri 
harus dipahami dan ditafsirkan dalam konteks karakter hubungan-hubungan 
kemanusiaan khususnya hubungan laki-laki dan perempuan di dalam 
masyarakat Arab pra Islam. Dalam konteks ini kita melihat bahwasannya 
pembolehan poligami merupakan “penyempitan” terhadap kepemilikan dan 
pengkondisian perempuan. Dalam konteks ini kita melihat pembatasan 
jumlah dengan empat perempuan merupakan secara historis transisi 
(naqlah) menuju pembatasan nikah hanya dengan satu perempuan setelah 
rentang waktu lima belas abad, sesuai dengan jalan yang sudah dimulai oleh 
Islam yang terdapat dalam teks-teks islam tentang legislasi perempuan.42   
Dalam poligami diperbolehkan sampai empat orang istri apabila dapat 
berlaku adil terhadap istri-istri, sesuai dengan surat an-Nisa ayat 3. Tetapi 
Nasr Hamid melalui diskusinya terhadap surat an-Nisa ayat 3 yaitu pada 
fokus pembahasan kedua mengaitkan antara surat an-Nisa ayat 3 dengan 
surat an-Nisa ayat 129. Di mana surat an-Nisa ayat 3 menjelaskan tentang 
bolehnya poligami sampai dengan empat orang istri apabila dapat berlaku 
adil, tetapi dalam surat an-Nisa ayat 129 dijelaskan dan kamu sekali-kali 
tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat 
ingin berbuat demikian. Maka dari itu Nasr Hamid melarang adanya 
                                                          





poligami karena dalam berpoligami manusia tidak dapat berlaku adil. 
Karena perilaku adil dalam poligami tidak dapat diwujudkan maka poligami 
dilarang.  
Nasr Hamid beranggapan bahwasannya dalam berpoligami seseorang 
tidak akan mampu berlaku adil dalam hal seluruhnya. Karena Nasr Hamid 
menganalisis surat an-Nisa ayat 3 dan surat an-Nisa ayat 129 dengan 
analisis linguistik. Di dalam ilmu linguistik Arab, dikenal dengan 
adanya’ada>tu syart}i, fi‘lu syart}i dan jawa>bu syart}i (Jumlah Syart}iyah). 
Dalam surat an-Nisa ayat 3, Kata “jika”َ  di atas adalah merupakan (إِّنَْ)
suatu partikel kondisional (kalimat pengandaian) atau dalam istilah 
linguistik sebagai sebagai’ada>tu syart}i. Dan kata “adil” (تَ ْعدٌِّلْوا) pada ayat 
yang pertama adalah fi‘lu syart}i dan kata “seorang” (ًََداة  adalah (َواحِّ
sebagai jawa>bu syart}i. Sedangkan pada surat an-Nisa ayat 129 
menggunakan tarkib Qur’ani ayat itu dimulai dari ’ada>tu an-nafi > “lan” 
yang berarti tidak akan pernah, bermakna memberi penegasan, yaitu 
menegaskan suatu kejadian pada masa kini dan masa akan datang secara 
bersamaan. Yaitu menunjukkan bahwa “dapat bertindak adil” tidak akan 
pernah terjadi. Maka dari itu menurut Nasr Hamid poligami merupakan 
suatu pembolehan tetapi dalam kenyataannya merupakan penyempitan. 
Disini Nasr Hamid menyimpulkan pertama, peniadaan terhadap 
kemungkinan berlaku adil terhadap istri-istri, serta peniadaan terhadap 
keinginan kuat untuk mewujudkan keadilan.43  
                                                          





Berdasarkan penjelasan tersebut melalui analisis linguistiknya 
terhadap surat an-Nisa ayat 129 Nasr Hamid menafi’kan kemungkinan 
berlaku adil dalam poligami di mana keadilan dalam poligami tersebut tidak 
dapat terwujud. Maka dari itu Nasr Hamid melarang adanya poligami. 
 Berbeda dengan Nasr Hamid, Muhammad Quraish Shihah 
beranggapan bahwasannya dalam berpoligami seseorang mampu berlaku 
adil dalam hal material seperti harta dan perlakuan lahiriyah. Berkaitan 
dengan surat an-Nisa ayat 3 dijelaskan betapa keadilan harus ditegakkan, 
walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. 
Berkaitan dengan keadilan dalam poligami surat an-Nisa ayat 129 juga 
menjelaskan tentang keadilan. Menurut Muhammad Quraish Shihab melalui 
surat an-Nisa ayat 129 para suami diberi semacam kelonggaran sehingga 
keadilan yang dituntut bukan keadilan mutlak. Ayat ini menegaskan bahwa: 
kamu wahai para suami, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil yakni 
tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan 
dalam hal cinta, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk 
mengaturnya. Karena itu berlaku adillah sekuat kemampuan kamu yakni 
dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai 
salah seorang diantara mereka, maka aturlah sedapat mungkin perasaan 
kamu, sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang lebih 
kamu cintai. Sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung.44 
Melalui ayat 3 dan ayat 129 surat an-Nisa Muhammad Quraish Shihab 
                                                          





memperbolehkan adanya poligami karena keadilan yang dituntut dalam 
poligami adalah keadilan material seperti pembagian harta dan perlakuan 
lahiriyah. 
Menurut Muhammad Quraish Shihab surat an-Nisa Ayat 129 
sebenarnya menjelaskan tentang keadilan yang tidak mungkin dapat 
dipenuhi oleh suami yang berpoligami, yaitu keadilan imateriel (cinta) 
meskipun mereka sangat ingin berbuat adil kepada istri-istrinya. Berbeda 
dengan Nasr Hamid melalui ayat itu ia beranggapan bahwasannya seorang 
suami tidak akan mampu berlaku adil dalam hal seluruhnya. 
Seperti terbaca di atas menurut Muhammad Quraish Shihab  keadilan 
yang tidak dapat diwujudkan atau keadilan yang dimaksudkan dalam ayat 
129 surat an-Nisa adalah keadilan dalam bidang imateriel (cinta). Bahkan 
cinta atau suka pun dapat dibagi, yakni cinta atau suka yang lahir atas 
dorongan perasaan dan cinta atau suka yang lahir atas dorongan akal. Yang 
tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau 
suka yang lahir atas dorongan perasaan.  
Nasr Hamid melalui surat an-Nisa ayat 129 ia beranggapan bahwa 
sannya kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu 
dalam hal seluruhnya, ia mendasarkan pendapatnya sesuai analisis linguistik 
menggunakan tarkib Qur’ani yaitu di mana ayat itu dimulai dari ’ada>tu an-
nafi > “lan” yang berarti tidak akan pernah, bermakna memberi penegasan, 
yaitu menegaskan suatu kejadian pada masa kini dan masa akan datang 





akan pernah terjadi.45 Melalui penjelasan tersebut Nasr Hamid menafi’kan 
kemungkinan berlaku adil dalam poligami, maka dari itu Nasr Hamid 
melarang adanya poligami, karena keadilan yang menjadi syarat poligami 
tidak dapat terwujud.  
Berbeda dengan Muhammad Quraish Shihab kamu sekali-kali tidak 
akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal imateriel (cinta), 
cinta atau suka yang lahir atas dorongan perasaan. Tetapi, dapat berlaku adil 
dalam hal material yang memang dapat terukur. Ia mendasarkan 
pendapatnya berdasarkan hadis dari Aisyah RA. Adapun salah satu hadisnya 
terdapat dalam kitab hadis Sunan Abu Daud hadis no. 1822 yang bunyinya 
sebagai berikut: 
ثَ َناَُموَسى َََُحدَّ ََأَْب َْ ثَ َناََحمَّاُدََع َأَبِّيَقِّيَُإِّْسَمعِّيَلََحدَّ َْ ََِّيُِّّوَبََع ََعْبدَِّاللَّهَِّْب َْ يدََاَلبََةََع  
َ ْطمِّي ِّ ََ ََعائَِّشةََاْل َْ ََكاَنََرُسواُلَاللَّهَََِّع مََُمََلَّسََوَََهَِّْيَلََعَََاللهَُىَلَّصَََقَاَلْت لََُيَ ْقسِّ
ُلَوََْويَ قََُفَ يَ ْعدِّ
ََقَلَأَبُوََداُودَيَ ْعنِّيَاْلَقْلبَََلِّكََُواَلَأَمََْماَأَْملُِّكََفالََتَ ُلْمنِّيَفِّيَماََتْملُِّكَفِّيَمِّيُُمَََّاَذاََقسَْاللَّ
 )رواهَأبوَداود(
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan 
kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin 
Yazid al-Khatmi dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah SAW 
memberikan pembagian dan berbuat adil dalam membagi, dan beliau 
berkata, “Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu maka 
janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau mampu dan 
tidak aku mampu.” Abu Daud berkata; yaitu hati (HR. Abu Daud).46 
Jadi berdasarkan penjelasan di atas berkaitan dengan perbedaan 
poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab, 
sebenarnya keduanya dalam membahas poligami yaitu sama-sama 
                                                          
45 Nasr Hamid Abu Zayd, Dawa>ir al-Khauf, hlm. 288-289. 





menggunakan tafsir, tetapi berbeda dalam metode melakukan penafsirannya. 
Di mana Nasr Hamid menggunakan metode hermeneutika. Sedangkan 
Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode tafsir maudhu’i. 
Nasr Hamid melarang adanya poligami karena dalam berpoligami 
manusia tidak dapat berlaku adil. Seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa 
ayat 3 dalam berpoligami harus dapat berlaku adil, tetapi dalam 
kenyataannya sesuai dengan surat an-Nisa ayat 129 dijelaskan kamu sekali-
kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu 
sangat ingin berbuat demikian. Kesimpulannya, karena perilaku adil dalam 
poligami tidak dapat diwujudkan maka poligami dilarang. Sedangkan 
Muhammad Quraish Shihab memperbolehkan adanya poligami karena 
dalam berpoligami manusia dapat berlaku adil yaitu dalam hal material 
seperti harta dan perlakuan lahiriyah.  
Adapun perbedaan keduanya terletak pada penafsiran mereka terhadap 
surat an-Nisa ayat 129. Di mana Nasr Hamid menganggap dalam poligami 
manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal seluruhnya, sesuai dengan 
analisis linguistiknya terhadap surat an-Nisa ayat 129 menggunakan tarkib 
Qur’ani yaitu di mana pada ayat itu dimulai dari ’ada>tu an-nafi “lan” yang 
berarti tidak akan pernah, memberikan penjelasan di mana keadilan dalam 
poligami tidak akan pernah terwujud. Melalui analisisnya tersebut, Nasr 
Hamid menafi’kan kemungkinan berlaku adil dalam poligami. Di mana 
keadilan dalam poligami tidak dapat diwujudkan, maka poligami dilarang. 





manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal imateriel (cinta), cinta atau suka 
yang lahir atas dorongan perasaan. Hal itu sesuai dengan hadis dari Aisyah 









Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Nasr Hamid melarang adanya poligami karena dalam berpoligami manusia 
tidak dapat berlaku adil. Seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3 
dalam berpoligami harus dapat berlaku adil, tetapi dalam kenyataannya 
sesuai dengan surat an-Nisa ayat 129 dijelaskan kamu sekali-kali tidak 
akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat 
ingin berbuat demikian. Kesimpulannya, karena perilaku adil dalam 
poligami tidak dapat diwujudkan maka poligami dilarang. Sedangkan 
Muhammad Quraish Shihab memperbolehkan adanya poligami karena 
dalam berpoligami manusia dapat berlaku adil yaitu dalam hal material 
seperti harta dan perlakuan lahiriyah. Berdasarkan pendapat kedua tokoh 
di mana keadilan mengiring keduanya untuk bersikap, yang satu melarang 
poligami karena tidak dapat berlaku adil, maka jangan poligami. 
Sedangkan yang lainnya membolehkan poligami karena dapat berlaku adil. 
2. Komparasi pandangan dan argumen masing-masing tentang poligami yaitu 
persamaannya Nasr Hamid dan Muhammad Quraish Shihab sama-sama 
membahas poligami mendasarkan pada firman Allah yaitu QS. an-Nisa 
ayat 3 dan QS. an-Nisa ayat 129. Perbedaan keduanya terletak pada 
penafsiran mereka terhadap surat an-Nisa ayat 129. Di mana Nasr Hamid 





seluruhnya, sesuai dengan analisis linguistiknya terhadap surat an-Nisa 
ayat 129 menggunakan tarkib Qur’ani yaitu di mana pada ayat itu dimulai 
dari ’ada >tu an-nafi “lan” yang berarti tidak akan pernah, memberikan 
penjelasan di mana keadilan dalam poligami tidak akan pernah terwujud. 
Melalui analisisnya tersebut, Nasr Hamid menafi’kan kemungkinan 
berlaku adil dalam poligami. Di mana keadilan dalam poligami tidak dapat 
diwujudkan, maka poligami dilarang. Sedangkan Muhammad Quraish 
Shihab menganggap dalam poligami manusia tidak dapat berlaku adil 
dalam hal imateriel (cinta), cinta atau suka yang lahir atas dorongan 
perasaan. Hal itu sesuai dengan hadis dari Aisyah RA yang diriwayatkan 
oleh Imam Abu Daud. Di mana Rasul SAW tidak mampu melakukan 
pembagian dalam hal hati seperti cinta, tetapi mampu melakukan 
pembagian yang rasul mampu. 
B. Saran 
1. Poligami merupakan salah satu masalah khilafiyah yang sampai saat ini 
masih menjadi perdebatan antara mereka yang mendukung dan yang 
menentang. Setiap orang yang menggunakan akal fikirnya untuk berijtihad 
di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid 
yang satu dengan mujtahid yang lainnya berbeda dalam penafsirannya dan 
tentunya semua itu kita kembalikan pada al-Qur’an dan sunah. 
2. Penelitian ini menggunakan perbedaan pendapat atau pandangan dan pola 
pikir yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam mengeluarkan 





dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang berkaitan dengan poligami 
masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena peneliti ini 
merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang 
sempurna. 
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